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ABSTRAK 

Sri Wahyuni, Praktik Jual Beli Hp Bekas Dalam Perspektif Fiqih Muamalah 

Dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen Di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Skripsi, 

Dosen Pembimbing (1) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  dan (2) Tuti 

Hasanah S.E. I, S.Pd, M.H.I. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 

(Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023. 

Kata Kunci: Jual Beli Hp Bekas, Fiqih Muamalah, Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen 

Komplain yang dilakukan pembeli kepada penjual hp bekas adalah masalah 

garansi. Sedangkan komplain yang lain berupa kondisi hp yang terdapat kecacatan 

di dalamnya. Pembeli beranggapan  bahwa tidak sesuai yang di jelaskan terhadap 

yang di beli. Masalah ini menibul karena penjual tidak memberikan penjelasan 

yang jelas tentang produk yang dijual kepada calon pembeli selain ini penjual 

merasa bahwa banyak pembeli memiliki keterbatasan wawasan terkait transaksi 

jual beli Hp bekas, sehingga pembeli tidak mengetahui cara memeriksa bagian 

mana yang rusak atau cacat dan pihak penjual pun tidak secara terbuka atau tidak 

terang-terangan dalam memberitahukan kekurangan-kekurangan apa saja pada Hp 

bekas yang dijual tersebut. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian 

dengan cara peneliti datang langsung ke lapangan untuk melakukan penggalian 

data. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 

memfokuskan pada kegiatan-kegiatan dengan mengumpulkan data melalui dengan 

wawancara dan studi pustaka. Teknis analasis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada 

pembeli dan bersikap jujur dalam keadaan barang. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Prakti lk Jual Bellil Hp Belkas Dalam 

Pelrspelkti lf Fi lqi lh Muamalah dan Undang-Undang RIl. No. 8 Tahun 1999 Te lntang 

Pelrlilndungan Konsumeln. Rukunnya sudah lengkap,  namun syaratnya belum 

terpehuni. Masa garansi pemberian ganti rugi dalam ayat 3 (tiga) disebutkan 

“Penerima ganti rugi di laksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah 

tanggal transaksi. Dampak praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin 

Timur Kota Banjarmasin.Dampak dari jual bellil hp belkas yang mengandung 

gharar salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang 

dalam Islam. Kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian 

terhadap hp yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, 

harga, dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. 

Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. 

Hak Khiyar melakukan transaksi memilih untuk meneruskan atau membatalkan 

karena tidak adanya kejujuran dalam hp bekas yang dijual belikan  
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MOTTO 

 

 

 Jangan pernah menyerah jika kamu jika kamu masih 

ingin mencoba. Jangan biarkan penyeselan datang 

karena kamu selangkah lagi untuk menang. Terkadang 

kesulitan harus kamu rasakan lebih dulu sebelum 

kebahagian yang sempurna datang kepadamu 

(RA Kartini) 
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Alhamdulillah, segala puji Allah swt dengan kemurahan dan ridho-Nya, 

skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Shalawat serta 

salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw 

yang kita nantikan syafaatnya didunia dan di yaumul qiyamah nanti. Dengan 

ketulusan hati akan kupersembahkan karya yang sederhana ini dengan segenap 

cinta dan doa untuk:  

Kedua orang tua, Ayah saya Ahmad dan Ibu saya Noor Hayati yang 

telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur 

hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta 

yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya.  

Kakak saya Marjuni, Mariyati, Syaifullah, Ardiansyah, Masrani, dan 

Adek saya Rahman dan Firmansyah yang selalu memberikan doa, semangat 
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TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

 Th  : ط .A 16 : ا .1

  : ظ .B 17 : ة .2
Zh 

 ' : ع .T 18 : د .3
 

  : غ .Ts 19 : س .4
Gh 

  : ف .J 20 : ج .5
F 

  : ق .H 21 : ح .6
Q 

  : ن .Kh 22 : خ .7
K 

  : ي .D 23 : د .8
L 

  : َ .Dz 24 : ر .9
M 

 : س .1

 : ص .2

R 

Z 

A. ْ : 

B. ٚ : 

 
N 

W 

 

1. Vokal 

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki 

ketentuan alih aksara sebagai berikut. 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

 A Fathah ـ´ــ

 I Kasrah ـ¸ــ

 U Dhammah  ـــ

Kata sandang: Contoh: (ا ¸ٌش ج́ب ي) al-rijâl bukan ar-rijâl, (ْ اٌذ ¸ٞ´ٚا) al-dîwân bukan 
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ad-dîwân. 

 

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut. 

 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

 Ai a dan i ي ´ـ

 A a dan u و ´ـ

 

2. Vokal Panjang 

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab 

dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut. 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

 Â a dengan topi di atas ا́ة

 Î i dengan topi di atas ٜ¸ة

 Ȗ u dengan topi di atas ٚ ة

 

3. Kata Sandang 

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun 

huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al- dîwân bukan ad-dîwân. 

 

4. Syiddah (Tasydîd) 

Syiddah  atau  tasydîd  yang  dalam  sistem  tulisan  Arab 

dilambangkan  dengan  sebuah  tanda  (ــ´ـ)  dalam  alih  aksara  ini 

dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda 

syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda 
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syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. 

Misalnya, kata ( اٌــ´ضـ سٚ س́ح( tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, 

demikian seterusnya 

 

5. Ta Marbûthah 

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada 

kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. 

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut 

diikuti oleh kata sifat (na„t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah 

tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi 

huruf /t/ (lihat contoh 3). 

 

No. Kata Arab Alih Aksara 

 Tharîqah ح́س٠ك̧ ط́ 1

 Al-Jâmî‟ah al-Islâmiyyah حِ̧ٟ́ ´إسٌبي̧ ا حعِ̧́ جب́ اي 2

3 
دٛ ٚ اي حح́ٚذ´  Wahdah al-Wujûd ج

 

6. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih 

aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang 

berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan 

kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama 

diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: 

al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al- Banjari bukan Al-Banjari. 

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 
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(PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya 

ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold). Jika 

menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian 

halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. 

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal 

dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya 

berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al- Palimbani, tidak „Abd 

al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî. 

 

7. Cara Penulisan Kata 

Setiap kata, baik kata kerja (fi„l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) 

ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- 

kalimat dalam Bahasa Arab. 

 

Aksara Arab Alih Aksara 

  ا ةََ  ََٖ  رَ 
 dzahaba al-ustâdzu برُ سزَ آ يُ آْ

  ا دََ  تَ صَ 
 tsabata al-ajru سَُ  جآ يَ آْ

ا وخََ  سََ  حََ  يآ ا
 al-harakah al-ʻashriyyah خس٠ه َِ  صآ  عٌَ آ 

 asyhadu an lâ ilâha illa Allâh لٌاَ   َ    ايه إِ  ٌَٗ إِ  ايَ  آْ أَ  دَُ ََٖ  شآ أَ 

 mawlânâ Malik al-Shâlih حيَِ  اصَََّ    يا نيَِ  َََ   اََ ََْ ياآٚ َََ 

 yu‟tsirukum Allâh لٌاَ    ََُ  نَُ  سَُ  آإسِ  ُٞ 

ا شَِ٘  ظبََ  َََ  يآ ا
 al-mazhâhir al-ʻaqliyyah خ١ٌه َِ  آمٌعَ آ 

آسذِ  يََِْ  آ ا ةََُّ حَُ 
 hub al-istithlâʻ عطبٌَ آ 

ا ََْ  ََِ  عخََ  آٚ صُٓ آ َََ  ا٢ دَََّح بََِ  يآ ا
 al-mâddah al-mashnûʻah min al-hayawân اََْٚ  حَٟ ََ  يآ 
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 tharf al-ʻayni َِْ  آٞ عٌَ آ ا فَُ  سآ طََ 

 al-musâhamah خََِ  ََٖ سبََ  ََُ  يآ ا

 man salaka tharîqan اَ  قآٞ سَِ  طََ    نََ   ََ يسََ    آْ َََ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia merupakan makhluk sosial yang perlu hidup bersama antara 

satu dengan yang lainnya karena tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berinteraksi dengan yang lainnya 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam salah satu  interaksi sesama 

manusia adalah praktik jual beli barang elektronik sesuai dengan yang 

diinginkan.
1
 Di dalam kehidupan, jual beli merupakan kebutuhan dhariri, yaitu 

kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan di mana manusia tidak dapat hidup 

tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga sarana tolong menolong antara sesama 

manusia yang telah ditetapkan kebolehannya dalam Islam. Dalam surah Al-

Baqarah ayat.: 275 Allah SWT menegaskan bahwa: 

 ُٕ َِ َٓ ا  ب اٌهز٠ِْ َٙ ٰٓب٠َُّ  ٠ ُْْۗ ْٕىُ ّ ِِ ْٓ رشََاضٍ  َْ رجَِبسَح  عَ ْٛ ْْ رىَُ َ ًِ ا٢ِه ا ٌْجَبطِ ُْ ثِب ُْ ث١َْٕىَُ اٌىَُ َٛ ِْ ا اَ ْٰٓٛ ا لََ رؤَوٍُُْ ْٛ

ب   ّ ُْ سَح١ِْ َْ ثىُِ َ وَب هْ اللَّه ُْْۗ اِ ْٔفسَُىُ ا اَ ْٰٓٛ يَ ا رمَْزٍُُ َٚ٩٢۝  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah ialah Maha Penyayang 

kepterdapatmu.” (QS An-Nisa: 29).
2
 

                                                           
1
 Bagas Wahyuadi skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handhone 

New&Second Di Sosial Media Facebook (Studi Kasus Di Facebook Grup Jual Beli Handphone 

New&Second Solo Dan Sekitarnya)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021). 
2
 Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). Al-Qur‟an dan Terjemahnya. Surabaya: 

Mekar Surabaya. 

 



2 
 

  
 

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dasar jual beli yaitu 

halal. Tentunya dengan terpenuhinya rukun dan syaratnya. Serta dilarangnya jual 

beli dengan unsur penipuan, mengurangi kualitas barang dan menjual barang 

dengan cacat yang disembunyikan. 

ُّٟ صٍَه  ًَ إٌهجِ ًُّ سُئِ وُ َٚ  ِٖ ًِ ث١ِذَِ جُ ًُ اٌشه َّ ٌْىَسْتِ أط١َْتَُ ؟ لَبيَ عَ ُّٞ ا َُ أَ سٍَه َٚ  ِٗ ٝ الله ع١ٍََْ

سٍ)سٚاٖ احّذ( ْٚ جْشُ َِ ث١َْعٍ 
3

 

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang 

paling baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan 

(usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” 

(HR. Ahmad).
4
 

 

Dari ayat diatas terdapat dalam Fatwa merupakan sebuah produk dari 

pemikiran hukum Islam yang muncul sebagai respon atas jawaban persoalan 

tentang ekonomi Islam.
5
 Salah satunya yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia  Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. 

Dalam fatwa akad jual beli mencakup ketentuan umum jual beli seperti 

pengertian, tentang terkaitnya Sighat Al-Aqd, ketentuan terkait Tsaman, ketentuan 

terkait Mutsman, ketentuan terkait kegiatan dan produk serta ketentuan penutup.
6
 

Dalam Fikih Muamalah dalam arti sempit sebagai semua akad yang 

membolehkan manusia saling tukar-menukar atau dengan kata lain jual beli. 

                                                           
3
 Sukilyat, Milftah Ulya dan Nurlilana, “Hadils-Hadils Mu‟amalah,” (Yogyakarta: 

Kalilme ldila,2020), hlm. 17. 

 
4
  Ilbild 

5
 Nur Fathonil, “Konse lp Jual Be llil Dalam Fatwa DSN-MUI l”, Jurnal Pe lmilkilran Dan 

Pe lne lliltila E lkonomil I lslam, Vol I lV, No 1 Melil 2013, hlm. 55. 

6
 Fatwa De lwan Syarilah Nasilonal-Me lje llils Ulama I lndone lsila  Nomor: 110/DSN-

MUI l/I lX/2017 Telntang Akad Jual Be llil, hlm. 1-6. 
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Dalam arti luas muamalah dilartilkan selbagai l hukum-hukum yang belrkai ltan delngan 

tilndakan hukum manusi la dalam pelrsoalan-pelrsoalan keldunilaan salah satunya 

pelrsoalan dalam jual be llil. Pada jual bellil atau pelrsoalan tukar-melnukar barang 

yang belrakhi lr delngan kelpelmillilkan suatu barang juga di lteltapkannya hak khilyar 

bagil salah satu atau ke ldua bellah pi lhak yang mellakukan transaksi l untuk 

mellangsungkan atau me lmbatalkan transaksi l yang di lselpakati l selsuail delngan 

kondilsil masilng-masi lng pi lhak yang me llakukan transaksi l. Selorang pelmbellil 

melmillilkil hak khi lyar dan bolelh melnolak barang yang di lbellilnya selsudah i la 

melmelrilksanya, bai lk pada telmpat telrjadi l transaksi l jual bellil maupun di lkelmudi lan 

haril.
7
 Kelgilatan jual bellil suatu barang telrutama barang ellelktronilk ti ldak lelpas daril 

kelmungkilnan adanya cacat atau rusak pada barang yang di lpelrjualbellilkan 

dilkelmudi lan hari l, selhilngga melnyelbababkan produseln barang e llelktronilk 

melmbelrilkan jami lnan (garansi l) dan melmbelrlakukan selrta hak khi lyar kelpada 

konsumeln delngan keltelntuan telrtelntu. 
8
 

Garansi l adalah jami lnan atau tanggungan. Ila telrmasuk salah satu be lntuk 

layanan purna yang di lbelrilkan olelh pelnjual kelpada pelmbellil, dalam belntuk 

pelrjanji lan telrtuli ls. Seldangkan jami lnan dalam delfilnilsil “janjil selselorang untuk 

melnanggung utang atau pi lhak lailn”. Dalam fi lqilh garansi l telrmasuk dalam bab 

                                                           
7
 Muhammad Syarilf Caudhry, “Fundame lntal Of I lslamilc E lconomilc Syste lm, E ld.I ln 

Prilnsilp Dasar E lkonomil Ilslam (Te lrje lmahan: Suhelma Rosyildil)”, (Jakarta Ke lncana Pre lnada Me ldila 

Group, 2012) hlm. 125. 

8
 Dara Masyilttah, Syahrilzal Abbas, E ldil Yuhe lrmansyah, “Silste lm Garansil Barang E lle lktronilk 

Dalam Filqilh Muamalah Dan Undang-Undang Pelrlilndungan Konsumeln”, Jurnal Dusturilah. 

Vol.9. No.2, 2019. 
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dhaman, yai ltu melnanggung atau melnjami ln utang, melnghadi lrkan barang atau uang 

keltelmpat yang di ljanjilkan.
9
 

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 te lntang Hukum 

Pelrlilndungan Konsumeln diltuli lskan pellaku usaha belrtanggung jawab me lmbelrilkan 

ganti l rugi l atas kelrusakan, pelncelmaran dan/atau kelrugi lan konsumeln aki lbat 

melngkonsumsi l barang dan/atau jasa yang di lhasi llkan atau di lpelrdagangkan. Gantil 

rugil selbagi lan yang di lmaksud i lalah dapat belrupa pelngelmbali lan uang atau 

pelngganti lan barang dan/atau jasa yang se ljelnils atau seltara ni llailnya atau pelrawatan 

kelselhatan dan/atau pe lmbelrilan santunan yang se lsuai l pelraturan pelrundang-

undangan yang be lrlaku.
10

 Pada umumnya garansi l tildak sampai l pada tahap 

pelngelmbalilan barang atau uang se lpelnuhnya atau batalnya transaksi l jual bellil 

seltellah akad transaksi l delngan keltelntuan-keltelntuan telrtelntu. 

Selilrilng belrkelmbannya telknologi l, barang yang di lpelrjualbellilkan dil 

masyarakat be lragam. Mulai l daril kelbutuhan pokok sampai l barang yang di l 

guanakan selbagai l pellelngkap. Bahkan ti ldak jarang masyarakat me llakukan 

transaksi l jual bellil barang belkas selpelrtil Hp belkas. Banyak toko Hp Apri llilan yang 

melnjual Hp belkas salah satunya di ltoko Hp yang be lralamat Jl. Pelkapuran B, Kelc 

Banjarmasi ln Telngah. Toko telrselbut  melnjual Hp belkas dan Hp baru. Dari l 

belrbagai l jelnils barang yang di lpelrjualbellilkan di ltoko Apri llilan, ada salah satu je lnils 

barang yang me lnurut pelnelliltil sangat telrtarilk untuk di ltelliltil yailtu barang ellelktronilk 

khususnya Hp belkas. 

                                                           
9
 Rasyild Sulailman, “Filqh I lslam”, (Bandung: Silnar Baru Alge lsilndo, 2012), hlm. 312. 

10
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Telntang Pe lrlilndungan Konsume ln (Le lmbaga 

Ne lgara Re lpublilk I lndone lsila Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Le lmbaran Ne lgara Re lpublilk 

I lndone lsila Nomor 3821) 
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Melnurut Saudari l Fathurahman, sellaku pelnjual Hp belkas bahwa ada 

belbelrapa pelmbellil yang pelrnah mellakukan komplai ln telrhadap pelnjual. Adapun 

contoh komplai ln yang pelrnah di llakukan pelmbellil kelpada pelnjual Hp belkas adalah 

masalah garansi l yang di lbelrilkan hanya selkiltar 1(satu) mi lnggu. Seldangkan 

komplai ln yang lai ln belrupa kondi lsil Hp yang te lrdapat kelcacatan di l dalamnya. 

Pelmbellil belranggapan  bahwa ti ldak selsuai l yang di l jellaskan telrhadap yang di l bellil. 

Namun delmilki lan, Teltapil masilh banyak juga dari l pelmbellil yang masi lh selrilng 

melmbellil Hp belkas, di lkelrelnakan telrgi lur delngan harga yang le lbi lh murah tanpa 

melnelgeltahuil ilnformasi l deltail telnang barang te lrselbut. Masalah yang ti lmbul daril 

adanya khi llafan/kelselsatan yang selsuail kasus pada pelnelliltilan ilnil dilmana pelnjual 

yang ti ldak melmbelrilkan pelnjellasan yang je llas telnang produk yang di ljualkan 

kelpada calon pelmbellil dilkelrelnakan pelnjual melrasa bahwa banyak pe lmbellil delngan 

keltelrbatasan wawasan te lrkailt transaksi l jual bellil Hp belkas, selhilngga pelmbellil tildak 

melngeltahuil cara me lmelrilksa bagi lan mana yang rusak atau cacat dan pi lhak pelnjual 

pun ti ldak selcara telrbuka atau ti ldak telrang-telrangan dalam me lmbelriltahukan 

kelkurangan-kelkurangan apa saja pada Hp be lkas yang diljual telrselbut.
11

 

Melnurut fi lqilh muamalah dalam jual bellil tildak telrlelpas dari l selluruh ajaran 

Ilslam. Dillakukan atas dasar sukarella, tanpa melngandung unsur-unsur 

keltelrpaksaan dan muamalah di llakukan atas dasar pe lrtilmbangan melndatangkan 

manfaat dan melnghi lndaril mudharat dalam hi ldup masyarakat. 

Melnurut Undang-Undang  RIl Nomor 8 Tahun 1999 Telntang 

Pelrlilndungan Konsumeln juga di lselbutkan bahwa pelnjual harus me lmpelrhati lkan 

                                                           
11

 Fathurrahman, Pe lnjual Hp, Wawancara Prilbadil, Pada 14 Agustus 2023, Pukul 20:00 
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Pasal 9 Ayat (1) huruf b, yai ltu: “barang te lrselbut dalam keladaan bai lk dan/atau 

baru,” Pellaku usaha se lharusnya me lnjual barang de lngan kondi lsil yang se lbelnarnya, 

dalam hal i lnil dilmulai l daril melnawarkan, melmpromosi lkan, dan me lngilklankan, 

haruslah melnyelbutkan kondi lsil barang telrselbut.
12

 

Daril pelrmasalahan telrselbut, pelnelliltil telrtarilk untuk mellakukan kaji lan 

lelbilh dalam me lngelnai l prakti lk jual bellil telrselbut dalam belntuk skri lpsil yang 

belrjudul “PRAKTIK JUAL BELI HP BEKAS DALAM PERSPEKTIF 

FIQIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG RI  NO 8 TAHUN 1999 

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KECAMATAN 

BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN”. 

B. Rumusan Masalah 

Selsuai l delngan latarbellakang yang sudah di ljellaskan di l atas, maka dapat 

dilrumuskan belbelrapa rumusan masalah antara lai ln : 

1. Bagai lmana prakte lk jual bellil hp belkas di l Kelcamatan Banjarmasi ln Tilmur 

Kota Banjarmasi ln? 

2. Dampak dari l praktelk jual belli l hp belkas di l Kelcamatan Banjarmasiln 

Tilmur Kota Banjarmasi ln? 

C. Tujuan Penelitian 

Belrdasarkan rumusan maslah di l atas, maka tujuan dari l pelnelliltilan i lnil 

antara lailn untuk melngeltahuil: 

                                                           
12

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Telntang Pe lrlilndungan Konsume ln Juga 

Dilse lbutkan Bahwa Pe lnjual Harus Me lmpe lrhatilkan Pasal 9 Ayat (1) Huruf b 
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1. Prakti lk jual bellil hp belkas di l Kelcamatan Banjarmasi ln Ti lmur Kota 

Banjarmasi ln. 

2. Dampak dari l prakti lk jual bellil hp belkas di l Kelcamatan Banjarmasi ln Ti lmur 

Kota Banjarmasi ln. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kelgunaan pelnelliltilan i lnil dilharapkan dapat me lmbelrilkan kontri lbusi l 

kelillmuan bai lk selcara teloriltas maupun prakti ls, selbagai l belrilkut: 

1. Untuk melnambah wawasan dan i llmu pelngatahuan telrhadap jual be llil, 

sellailn i ltu untuk melngeltahui l praktelk jual bellil selcara langsung agar yang 

dillakukan selsuail delngan Hukum E lkonomi l Syarilah. 

2. Selbagai l kontrilbusi l pelngeltahuan kelrya dan dapat di ljadilkan khazanah di l 

pelrpustakaan UIlN Antasaril Banjarmasi ln, khususnya pada Fakultas 

Syarilah Jurusan Hukum E lkonomi l Syarilah. 

3. Selbagai l bahan i lnformasil bagi l marelka yang akan me lngadakan pelnelliltilan 

lelbilh melndalam melnelgelnail masalah i lnil namun daril sudut pandang yang 

belrbelda. 

E. Definisi Operasional 

Tujuan delfilnils opelrasi lonal ilalah untuk melnghilndaril pelnafsi lran yang le lbilh 

luas dan untuk me lnghilndaril kellilruan dalam me lngilntelrprelstasilkan judul se lrta 

pelrmasalaha yang di ltelliltil, maka di lpelrlukan batasan-batasan i lsti llah selbagai l 

belrilkut: 

1. Prakti lk  



8 
 

  
 

Adalah pellaksanaan suatu gagasan. Prakti lk dalam pelnelliltilan i lnil ilalah 

bagailmana prosels dalam jual belli l Hp belkas.  

2. Jual bellil  

Adalah suatu pelrjanji lan untuk me lnukarkan belnda atau barang yang 

melmpunyai l nillail selcara sukarella antara keldua bellah pi lhak, yang satu 

melnelri lma belnda i ltu dan pi lhak yang lai ln melnelrilmanya selsuail delngan 

kelselpakatan atau syarat-syarat yang te llah di lbelnarkan olelh syara‟ dan 

dilselpakati l selsuail delngan keltelntuan yang belrlaku. Keltelntuan atau 

keltelntuan hukum, arti lnya melmelnuhil syarat, rukun dan hal-hal lailn yang 

belrkai ltan delngan jual bellil, selhi lngga bi lla syarat dan rukun i ltu ti ldak 

telrpelnuhi l belrartil tildak selsuail delngan kelhelndak syara‟.
13

 Jual bellil dalam 

pelnelli ltilan ilnil ilalah  jual bellil hp belkas.  

3. Hp belkas  

Hp adalah suatu alat te llelkomuni lkasi l ellelktronilk delngan ti ldak 

melnggunakan kabal dan bi lsa di lbawa kelmana-mana selrta dapat 

mellakukan komoni lkasi l delngan dua orang atau le lbilh tanpa dilbatasil 

jarak.
14

 Seldangkan belkas melnurut Kamus Belsar Bahasa Ilndonelsila adalah 

barang yang pe lmah di lbellil dan di lpakail belrulang kali l hi lngga akhi lrnya 

tildak belrguna olelh pelmillilknya dan di ljual delngan harga mi lrilng.
15

 Hp 

                                                           
13

 Dwil Warnil Ambarwatil, “Analilsils Bilsnils Onlilne l de lngan Melnggunakan Silste lm 

Dropshilppilng dalam Kajilan E lkonomil. Fakultas E lkonomil Dan Bilsnils I lslam,” Unilve lrsiltas I lslam 

Ne lge lril Sumate lra Utara, Sumate lra Utara, 2019. 

14
 Sye lrilf, Nurhakilm, “Dunila Komunilkasil Dan Gadge lt” Jurnal Agama Dan I llmu 

Pe lngeltahuan, 2021  Vol. 18 No. 01 

15
 Kamus Be lsar Bahasa I lndone lsila, (Onlilne l), te lrse ldila dil 

https:///www.akse lle lran.co.ild/barangbe lkas, dilakse ls pada 20 Se lpte lmbe lr 2023 

https://www.akseleran.co.id/barangbekas
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belkas yang di lmaksud pelnelliltil ilni l ilalah hp yang sudah di lpakai l seltellah i ltu 

diljual dari l pilhak pelrtama, keldua dan seltelrusnya yang di ljualbellilkan 

diltoko telrselbut. 

4. Pelrspelkti lf 

Adalah cara me lnggambarkan suatu barang atau be lnda pada pelrmukaan 

yang datar se lbagai lmana yang di llilhat olelh mata delngan ti lga di lmelnsi l 

(panjang, le lbar, dan ti lnggi l). Pelngelrtilan  yang keldua sudut pandang  atau 

pandagan telrhadap suatu barang yai ltu hp belkas.
16

  

5. Filqilh Muamalah  

Adalah aturan Swt. Yang di ltunjuk untuk me lngatur hubungan antara 

manusi la delngan cara melmpelrolelh, melngatur, me lngellola dan 

melnelgelmbangakan harta.
17

 Filqi lh Muamalah yang di lmaksud dalam 

pelnelli ltilan i lnil adalah filqilh yang me lngatur telntang jual be llil dan khi lyar. 

dilpakai l jual bellil dan khilyar. 

6. Undang-Undang RIl No. 8 Tahun 1999 Telntang Pelrlilndungan Konsumeln 

adalah selgala upaya yang me lnjami ln adanya kelpasti lan hukum untuk 

melmbelrilkan pelrlilndungan kelpada konsumeln.
18

 Undang-Undang Ri l No 8 

Tahun 1999 Telntang Pelrlilndungan Konsumeln yang di lmaksud pelnellilltil 

ilnil ilalah dalam Pasal 1 ayat 2 UU No.8 Tahun 1999 te lntang Pelrlilndungan 

                                                           
16

 Kamus Be lsar Bahasa I lndone lsila, (Onlilne l), te lrse ldila dil http://kbbil.we lb.i ld/praktilk, dilakse ls 

17 Nove lmbe lr 2022. 

17
 Rachamat Syafe l‟il, “Filqilh Muamalah,” Celk 10 (Bandung: Pustaka Se ltila. 2001), hal. 

1419. 

18
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Telntang Pe lrlilndungan Konsume ln (Le lmbaga 

Ne lgara Re lpublilk I lndone lsila Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Le lmbaran Ne lgara Re lpublilk 

I lndone lsila Nomor 3821) 

http://kbbi.web.id/praktik
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Konsumeln adalah seltilap orang pe lmakail barang dan/atau jasa yang 

telrseldi la dalam masyarakat, bai lk bagi l kelpelnti lngan di lril selndi lril, kelluarga, 

orang lai ln maupun makhluk hi ldup lailn dan ti ldak dilpelrdagangkan. 

F. Kajian Pustaka 

Untuk melnghilndaril kelsalahpahaman dan me lmpelrjellas masalah yang 

pelnuli ls angkat, maka di lpelrlukan kaji lan pustaka untuk me lmbeldakan pelnelliltilan 

telrdahulu dan pelnelliltilan yang pelnuli ls telli ltil, selbagail belrilkut: 

1. Skrilpsil yang di ltuli ls olelh Khoilrul Muda‟i l Ilkhsan (  ) tahun 2013 

mahasi lswa Unilvelrsiltas Ilslam Nelgelril Sunan Kali l Jaga, yang be lrjudul 

“Tilnjauan Ilslam Telntang Khi lyar Dalam Jual bellil Barang Belkas di l Pasar 

Mangkubumi l”. Dalam skrilpsi l ilnil melmbahas bagai lmana ti lnjauan hukum 

Ilslam telntang pellaksanaan khilyar telrhadap jual bellil barang belkas di l pasar 

Mangkubumi l. Delngan kelsilmpulan prakti lk jual bellil barang belkas di l pasar 

Mangkubumi l dapat di lkatakan sah dari l selgil syarat dan rukunnya se lbab 

kelduanya tellah telrpelnuhil, akan teltapil tildak pada si lfatnya. Hasi ll pelnelliltilan 

yang di lpelrolelh daril pelnelliltilan i lnil prakti lk khilyar dalam jual bellil yang 

melnggunakan khilyar syarat.
19

 Adapun pelrsamaan pelnellilti lan i lnil delngan 

pelnelli ltilan pelnuli ls yakni l keldunya melmbahas melngelnai l prakti lk jual bellil 

telrhadap Barang Be lkas. Seldangkan pelrbeldaan kelduanya adalah obje lk 

yang di ltelliltil saudara Khoi lrul Muda‟i l Ilkhsan belrfokus te lntang ti lnjauan 

hukum Ilslam, seldangkan yang pe lnuli ls telliltil ilalah telntang prakti lk jual bellil 

                                                           
19

 Khoilrul Muda‟il I lkhsan, “Tilnjauan Ilslam Te lntang Khilyar dalam Jual Bellil Barang Belkas 

dil Pasar Mangkubumil.”  
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hp belkas dalam pelrspelkti lf filqilh muamalah dan Undang-Undang RIl  No. 

8 Tahun 1999 Telntang Pelrlilndungan Konsumeln. 

2. Skrilpsil yang di ltuli ls olelh Yuli la Haryati l (092322005) tahun 2015 

mahasi lswil Jurusan  Syari l‟ah dan E lkonomi l Ilslam, Ilnsti ltut Agama Ilslam 

Nelgelri l (IlAIlN) Purwokelrto yang belrjudul “Tilnjauan Hukum Ilslam 

Telrhadap Prakti lk Jual Bellil Hp Belkas (Studi l Kasus Di l Pelrtokoan 

Komplelk Stasi lun Purwokelrto Ti lmur). Dalam skri lpsi l ilnil dilbahas 

melngelnail bahwa prakti lk jual bellil hp belkas di l pelrtokoan Komplelk 

Stasilun Purwokelrto Tilmur sama selpelrtil jual bellil pada umumnya, hukum 

yang di lakilbatkan daril prakti lk delngan adanya pelngaduan dari l pelmbellil dan 

pilhak pelnjual melngilngkaril masa khilyar yailtu pelnjual yang me lngelnakan 

pelnambahan bi laya pelrbai lkan kelpada pelmbellil yang melngkomplai ln pada 

masa garansi l atau khilyar, maka hukum jual bellil telrselbut melnjadil fasi ld. 

Akad yang te llah melmelnuhi l rukun dan syarat te lrbelntuknya, te ltapil bellum 

melmelnuhil syarat kelabsahannya (pelnye lrahan, melnilmbulkan kelrugi lan, 

gharar, syarat-syarat fasi ld, dan rilba). Adapun pelrsamaan pelnelliltilan i lnil 

delngan pelnelliltilan pelnuli ls yakni l kelduanya melmbahas melmbahas 

melngelnail prakti lk jual bellil khilyar. Seldangkan pelrbeldaan kelduanya adalah 

objelk yang di ltelliltil saudaril Yulila Harya belrfokus telntang gharar, syarat-

syarat fasi ld, dan rilba, seldangkan yang pelnuli ls telliltil ilalah telntang prakti lk 

khilyar padajual bellil hp belkas.  

3. Skrilpsil yang di ltuli ls olelh Ayu Yuli lnar Dwi lanti l (16211186) tahun 2020 

mahasi lswil Fakultas Syarilah, Ilnsti ltut Agama Ilslam Nelgelril (IlAIlN) 
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Surakarta yang be lrjudul “Prakti lk Jual Bellil Hp Belkas Pada Akun 

Felcelbook (Jual Be llil  Hp Solo Raya) Dalam Pe lrspelkti lf Hak Khi lyar”. 

Dalam skri lpsi l ilnil dilbahas prakti lk jual bellil hp belkas pada akun felcelbook 

jual bellil  Hp Solo Raya yai ltu dapat di llilhat kelbayakan transaksi l yang 

dilgunakan ole lh pelnjual dan pelmbellil (keldua bellah pi lhak yang 

belrtransaksi l) dalam pelrspelkti lf hak khilyar pada jual belli l hp solo raya, 

maka telrdapat elmpat khilyar (khi lyar meljellils, khi lyar syarat,  khi lyar „ailb 

dan khi lyar ru‟yah) yang sangat se lsuail delngan kondi lsi l dan kelbutuan 

transaksi l jual bellil hp belkas yang di llakukan olelh pelnjual dan pelmbellil. 

Keldua khilyar syarat dapat belrfungsi l untuk melnsyaratkan masa khilyar 

antara mellanjutkan atau melmbatalkan jual bellil selsuail kelselpakatan antara 

dua bellah pi lhak. Adapun pelrsamaan pelnelliltilan i lnil delngan pelnelliltilan 

pelnuli ls yaknil kelduanya melmbahas melmbahas melngelnail prakti lk jual bellil 

hp belkas dan khi lyar. Seldangkan pelrbeldaan kelduanya adalah obje lk yang 

diltelliltil saudaril Ayu Yuli lnar Dwi lanti l belrfokus telntang Pada Akun 

Felcelbook, seldangkan yang pelnuli ls telliltil ilalah dil selbuah toko. 

4.  Skrilpsil yang di ltuli ls olelh Muhammad Nurul Fuad (06380056) tahun 

2013 mahasi lswa Fakultas Syari lah dan Hukum, Uni lvelrsiltas Ilslam Nelgelri l 

(UIlN) Sunan Kali ljaga Yogyakarta yang be lrjudul “Tilnjuan Hukum Ilslam 

Telrhadap Jual Be llil Handphanel Rusak Atau Mati l Total (Studi l Kasus dil 

Pasar Kli lthi lkan Pakunceln Yogyakarta), Dalam skrilpsi l ilnil di lbahas prakti lk 

jual bellil hp rusak atau mati l total dil Pasar Kli lthi lkan Pakunceln Yogyakarta 

selbagi lan pi lhak kontelr mellelbilh-lelbilhkan kelrusakan hp rusak atau mati l 
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total yang akan di ljual olelh pi lhak uselr. Delmilkilan juga pi lhak uselr yang 

akan melnjual hp rusak, bi lasanya melnjellaskan melngelnai l pelnyelbabnya 

kelrusakan hp. Ti lnjauan hukum ilslam telrhadap prakti lk jual bellil hp rusak 

atau mati l total di l pasar kli lthilkan pakunceln yogyakarta  adalah ti ldak sah 

karelna bellum di lpelnuhilnya rukun dan syarat jual be llil dalam i lslam, karelna 

dalam belrapa keljadilan atau kasus pada jual be llil hp rusak atau mati l total 

dil pasar kli lthilkan pakuceln yogyakarta te lrdapat unsur gharar yang tellah 

dillakukan olelh pi lhak kontelr dan uselr. Adapun pelrsamaan pelnelliltilan i lnil 

delngan pelnelliltilan pelnuli ls yakni l kelduanya melmbahas melmbahas 

melngelnail jual bellil hp belkas. Seldangkan pelrbeldaan kelduanya adalah 

objelk yang di ltelliltil saudara Muhammad Nurul Fuad belrfokus telntang 

tilnjuan hukum ilslam telrhadap jual bellil handphanel rusak atau mati l total, 

seldangkan yang pe lnuli ls telliltil i lalah Tilnjauan hukum Ilslam, seldangkan 

yang pelnuli ls telliltil ilalah telntang prakti lk jual bellil hp belkas dalam 

pelrspelkti lf filqilh muamalah dan Undang-Undang RIl  No. 8 Tahun 1999 

Telntang Pelrlilndungan Konsumeln. 

5. Skrilpsil yang di ltuli ls olelh Julailka Darmayanti l (210213230) tahun 2019 

mahasi lswil Fukultas Syari lah, Ilnsti ltut Agama Ilslam (IlAIlN) Pronogoro 

yang belrjudul “Tilnjauan Hukum Ilslam Telrhadap Jual Be llil Hp 

Melnggunakan Modell Telchnoprelnelurshi lp Dil Artomoro Cellulelr 

Pronorogo”. Dalam skrilpsi l ilnil di lbahas dalam jual bellil ilnil melngguanakan 

hak khi lyar, di lmana hak khi lyar dalam jual bellil Hp dil Artomoro Ce llulelr 

Pronorogo untuk konsume ln langganan te llah selsuai l delngan hukum Ilslam 
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telrmasuk kel dalam hak khilyar. Seldangkan untuk konsume ln yang bukan 

langganan(baru) ti ldak susuai l delngan hukum Ilslam karelna telrdapat unsur 

hillangnya hak khilyar yang mana akan me lrugi lkan bagi l pilhak pelmbellil. 

Dan dalam me llakukan wanprelstasi l pilhak Artomoro juga me lmbelrilkan 

tanggung jawab te lrhadap konsumeln yang komplai ln dan pi lhak relselllelr 

melngambi ll ongkos pelngilrilman telrselbut dan ti ldak di lkelmbali lkan untuk 

konsumeln yang ti ldak komplai ln. Hal telrselbut ti ldak selsuail delngan hukum 

Ilslam karelna pi lhak relselllelr hanya melngganti l jilka ada yang komplai ln saja 

Adapun pelrsamaan pelnelliltilan ilnil delngan pelnelliltilan pelnulils yakni l 

kelduanya me lmbahas melngelnai l jual bellil. Seldangkan pelrbeldaan kelduanya 

adalah objelk yang di ltelliltil saudaril Jualailka Darmayanti l belrfokus telntang 

Jual Bellil Hp melnggunakan modell telchnoprelnelurshi lp, seldangkan yang 

pelnuli ls telliltil ilalah jual bellil hp belkas dalam pelrspelkti lf fi lqilh muamalah 

dan Undang-Undang Ri l  No. 8 Tahun 1999 Te lntang Pelrlilndungan 

Konsumeln. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk lelbilh mudah dan jellas melmbelrilkan arahan atau gambaran 

melngelnail pelnelliltilan yang akan di llakukan, di lsusunlah suatu si lstelmati lka pelnuli lsan 

selbagai l belrilkut: 

BAB Il, yai ltu pelndahuluan yang me lmaparkan gambaran akan latar 

bellakang masalah dalam pe lnelliltilan, selrta alasan melngelnail pelnelliltilan. Di llanjutkan 

delngan rumusan masalah, yang be lrilsil telntang pelrtanyaan me lnggelnail 
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pelrmasalahan yang i lngi ln di lsellelsailkan olelh pelnuli ls. Sellanjutnya adalah tujuan 

pelnelliltilan yai ltu maksud pelnuli ls mellakukan pelnelliltilan i lnil. Seltellah i ltu di llanjutkan 

delngan delfilnilsi l opelrasi lonal yai ltu belbelrapa i lsti llah yang di lgunakan dalam judul 

skrilpsi l. Belrilkutnya pelnelliltilan telrdahulu yai ltu melnjellaskan pelrbeldaan pelnelliltilan 

ilnil delngan pelnelliltilan selbellumnya. Dan yang te lrakhi lr adalah si lstelmati lka pelnuli lsan 

yai ltu aturan pelnuli lsan dalam pelnelliltilan ilni l. 

BAB IlIl yailtu landasan teloril yang melnjellaskan gambaran umum te lntang 

jual bellil dasar hukum jual bellil, rukun dan syarat jual be llil, jual belli l yang di llarang, 

khilyar dalam jual bellil, garansi l dalam jual bellil, dan Undang-Undang Ri l  No. 8 

Tahun 1999 Telntang Pelrli lndungan Konsumeln. 

BAB IlIlIl, yai ltu meltodel pelnelli ltilan. Belrupa pelnjellasan telrkailt jelnils 

pelnelliltilan dan pelndelkatan pelnelliltilan, lokasi l pelnelliltilan, data dan sumbe lr data, 

telknilk pelngumpulan data, dan te lknilk anali lsils data. 

BAB IlV, yai ltu hasi ll laporan dan pelmbahasan pelnelliltilan yang belrupa 

pelnjellasan melnggelnai l anali lsils dalam praktilk jual bellil hp belkas dan dampak jual 

bellil hp belkas di l Kelcamatan Banjarmasi ln Ti lmur Kota Banjarmasi ln 

BAB V, yai ltu Pelnutup yang belrilsil silmpulan dan pelmbahasan selcara 

silngkat atas jawaban dari l rumusan masalah dan juga be lrilsilkan saran-saran 

telrhadap pelnelli ltilan untuk melnilngkatkan hasi ll yang akan di lcapai l. 
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BAB II 

TEORI JUAL BELI, , GARANSI DAN 

UNDANG-UNDANG RI  NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG 

PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 

A.  Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli  

Dalam i lsti llah hukum Ilslam jual bellil belrasal daril bahas arab al-bail‟ yang 

makna dasarnya me lnjual, melngganti l dan melnungkar suatu delngan suatu yang 

lailn. Dalam prakti lknya, bahasa i lnil telrkadang di lgunakan untuk pelngelrtilan 

lawannya, yakni l kata as-syailra‟ (bellil).
1
 Maka, kata al-bail‟ belrarti l jual, teltapil 

selkali lgus jual bellil. Seldangkan selcara i lsti llah para ulama‟ melmbelrilkan delfilnilsil 

yang belrbelda. Melnurut ulama Hanafil delfi lnilsil jual bellil adalah tukar me lnukar suatu 

yang di lilngi lnkan delngan yang selpadan mellaluil cara telrtelntu yang belrmanfaat.
2
    

  Selcara umum jual be llil dildelfilnilskan selbagai l tukar melnukar harta de lngan 

harta melnurut cara yang khusus, harta mancakup zat (barang) uang.
3
 Melnurut 

Kamus Belsar Bahasa Ilndonelsila jual bellil adalah pelrseltujuan sali lng melngilkat 

                                                           
1
 M. Alil Hasan, Be lrbagail Macam Transaksil Dalam Ilslam Ce lt : 1 (Jakarta : Pt Raja 

Grafilndo Pelrsada, 2003), hlm. 133. 

2
 Yazild Afandil, “Filqilh Muamalah Dan Ilmple lme lntasilnya Dalam  Le lmbaga Ke luangan 

Syarilah”, (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009), hlm. 53. 

3
 Ahmad Wardil, “Filqilh Muamalah”, Celt 1. (Jakarta: Amzah, 2010),  hlm. 178. 
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antara pelnjual, yakni l pilhak yang melnye lrahkan barang dan pe lmbelli l selbagai l pilhak 

yang melmbayar harga barang yang di ljual; melnjual dan melmbellil.
4
 

Delfelnilsil dilatas dapat di lsilmpulkan  bahwa jual be llil adalah suatu pelrjanji lan 

tukar melnukar barang atau be lnda yang me lmillilkil nillail,sukarella di lantara keldua 

bellah pi lhak lai lnnya, yang satu me lnelrilma belnda dan pi lhak lailnnya me lnelrilma uang 

selbagai l kompelnsasi l barang selsuail delngan pelrjanji lan atau keltelntuan yang te llah 

dilbelnarkan syara‟ dan dilselpakati l.
5
 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual bellil dil Ilsyaratkan belrdasarkan Al-Qur‟an, Hadi lts, dan Iljma. Dillilhat 

daril aspelk hukum jual bellil hukumnya mubah kacuali l jual bellil yang di llarang olelh 

syara‟ telrdapat dalam: 

a. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an me lrupakan dasar hukum utama yang harus di ljadi lkan peldoman 

olelh selmua umat musli lm.  

ٛاْۗ  ث  ََ اٌشِّ حَشه َٚ ج١َْعَ  ٌْ ُ ا هً اللَّه احََ َٚ  

“Allah tellah melnghalalkan jual bellil dan melngharamkan ri lba”. (QS. 

Al-Baqarah: 275) 

 

Ayat di l atas dalam bukunya yai ltu jual bellil adalah transaksi l yang 

melnguntungkan. Keluntungan yang pelrtama di lpelrolelh mellaluil kelrja manusi la, yang 

keldua yang me lnghasi llkan uang bukan kelrja manusi la dan jual bellil melnuntut 

akti lviltas manusi la. Ri lba adalah salah satu keljahatan jahillilyah yang amat hi lna, ti ldak 

                                                           
4
 KBBIl. “Kamus Be lsar Bahasa Ilndonelsila” https://kbbil.we lb.ild/jualbellil Dilakse ls Pada 22 

Se lpte lmbe lr 2023 

5
 Nasrun Haroe ln, Filqilh Muamalah, (Jakarta: Gaya Me ldila Pe lrmata, 2007), hlm. 105. 

https://kbbi.web.id/jualbeli
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seldilkilt daril umat Ilslam dalam kelhildupannya te lrlilbat rilba. Salah satu jalan 

telrhilndar rilba dan kelsalahan adalah butuh kelpada saksi l dan catatan.
6
 

b. Hadilts  

Hadilts melrupakan sumbelr hukum keldua yang juga di ljadi lkan selbagail 

landasan hukum umat muslilm. 

 ًُّ وُ َٚ  ِٖ ًِ ث١ِذَِ جُ ًُ اٌشه َّ ٌْىَسْتِ أط١َْتَُ ؟ لَبيَ عَ ُّٞ ا َُ أَ سٍَه َٚ  ِٗ ُّٟ صٍَهٝ الله ع١ٍََْ ًَ إٌهجِ سُئِ

سٍ)سٚاٖ احّذ( ْٚ جْشُ َِ ث١َْعٍ 
7

 

 “Nabi l saw pelrnah di ltanya; Usaha (pelkelrjaan/profelsi l) apakah yang 

pali lng bai lk (pali lng i ldelal)?, Rasulullah saw be lrsabda; pelkelrjaan 

(usaha) selselorang delngan tangannya dan se ltilap jual bellil yang bai lk.” 

(HR. Ahmad)
8
 

ْٓ رشََاضٍ  ٌْج١َْعُ عَ ب ا َّ سٚاٖ اٌج١ٙمٟ –إِٔه  

“Selsungguhnya jual bellil (harus) atas dasar sali lng rildha (suka sama 

suka).” (HR. Al-Bai lhaqil)
9
 

 

c. Iljma‟  

Iljma‟ melrupakan sumbelr hukum keltilga seltellah Al-Qur‟an dan Hadi lts. 

Ulama‟ selpakat bi lla jual bellil iltu hukumnya bole lh dan telrdapat hi lkmah di l 

dalamnya. Pasalnya, manusi la belrgantung pada barang yang ada di l orang 

lailn dan te lntu orang telrselbut ti ldak akan melmbelrilkan tanpa i lmbalan bali lk. 

Olelh karelna i ltu, delngan di lpelrbolelhkannya jual belli l maka dapat 

                                                           
6
 Hajil Abdul Malilk Abdul Karilm  Amrullah (Hamka), Tafsilr Al Azhar, Juzu‟ 1-2-3, 

Yayasan Nurul I lslam,hlm. 65. 

7
 Sukilyat, Milftah Ulya dan Nurlilana, “Hadils-Hadils Mu‟amalah,” (Yogyakarta: Kalilme ldila, 

2020), hlm. 17. 

8
 I lbild 

9
 I lbild 
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melmbantu telrpelnuhilnya kelbutuhan seltilap orang dan me lmbayar atas 

kelbutuhannya.
10

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli  

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dari 

suatu. Artinya rukun jual beli ialah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sesuai 

dengan syariat. Jual beli dalam konteks fiqih dapat dikatakan sah oleh syara‟ 

apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dengan demikian untuk akad jual 

beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun syarat jual beli 

menurut jumhur ulama yaitu:
11

  

Pertama; adanya penjual dan pembeli. Dalam hal ini dikenal dengan 

„aqidani bentuk dhamir tatsniyyah, maka msksudnya adalah penjual dan pembeli , 

karena keduanya memiliki adil dalam terjadinya pemilikkan barang dengan 

konpensasi harga. 

Kedua; adanya barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini dikenal dengan 

ma‟qud alaih yang artinya harta yang akan dipindah tangankan dari salah seorang 

yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. 

Ketiga; Ada Nilai Tukar. Dalam hal ini yakni termasuk unsur terpenting 

dalam jual beli yaitu adanya nilai tukar dari barang yang diperjual belikan (untuk 

era saat ini ialah uang).  

Keempat; Ada ijab dan qabul/ Shighat. Dalam hal ini, shighat bisa 

didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal dari keduabelah pihak yang berakad, 

                                                           
10

 Wahbah Az Zuhaillil, Filqilh I lslam wa Adilllatuhu, Telrjelmahkan Ole lh Abdul Hayyile l al 

Kattanil, Dkk, (De lpok: Ge lma I lnsan, 2007), hlm. 124. 

11
   Nasrun Haroeln, Filqilh Muamalah, (Jakarta: Gaya Meldila Pelrmata, 2007), hlm. 105. 
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yang menunjukan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan 

kandungannya. 

Adapun syarat-syarat sah jual beli sebagai berikut: 

Pertama; Penjual dan pembeli diperlukan syarat memiliki kecakapan 

bertindak hukum sempurna (baligh atau dewasa, rusyd atau matang, dan berakal). 

Jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil hukumnya tidak sah. 

Adapun anak kecil yang ingin melakukan jual beli harus adanya atas dasar izin 

dari wali. Tetapi jika barang yang diperjualbelikan itu barang yang ringan maka 

tidak diperlukan izin dari wali.  

Kedua; Barang yang diperjualbelikan (objek jual beli). Adapun kriteria yang 

dijadikan objek jual beli yaitu: (1) Adanya barang atau ready stock ketika akan 

melakukan transaksi akad, adapun barangnya tidak ada pada saat akad penjual 

menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut, (2) Barang tersebut 

memiliki nilai manfaat. Bukan berupa barang yang dilarang menurut syara‟ 

(seperti darah, minuman beralkohol, ataupun binatang buas), (3) Barang tersebut 

dapat diserahkan pada waktu yang disepakati bersama. Kriteria harus dijelaskan 

spesifikasinya, baik jenis, kualitas, maupun kuantitas, (4) Barang tersebut sudah 

dimiliki sepenuhnya. Bukan lagi masih didalam tanah ataupun ikan didalam laut 

yang kepemilikannya masih punya orang lain (dapat dilihat), (5) Barang yang 

diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya, dan 

ukurannya, agar tidak menimbulkan keraguan.
12

 

                                                           
12

 Ikit, H. Artiyanto, dan Muhammad Saleh. “Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. 
Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018, hal. 103 
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Ketiga; Ada nilai tukar (Uang). Nilai tukar adalah bentuk uang/barang yang 

telah disepakati oleh penjual dan pembeli untuk mewujudkan transaksi tersebut, 

yang tentunya nilai tukar tersebut sudah melalui kesepakatan bersama.  

Keempat; Ada ijab dan qabul. Adanya ungkapan ijab dan qabul secara jelas. 

Antara penjual (yang memberikan harga) dan pembeli (yang mebayar) 

mengetahui jumlah yang akan dibayar saling ridho atau suka sama suka, Ijab dan 

qabul dilakukan didalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan 

transaksi jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Di era saat ini ijab 

dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi juga bisa dilakukan dengan perbuatan. 

Dengan adanya teknologi canggih juga antara penjual dan pembeli tidak harus 

bertemu langsung (tatap muka), tetapi dalam satu tempat (marketplace) si penjual 

sudah memberikan deskripsi dan harga pada marketplace tersebut (tanpa adanya 

unsur penipuan), dengan menyetujui berarti ijab dan qabul tersebut dianggap 

terpenuhi. 

4. Macam-Macam Jual Beli 

Dalam fikih Islam jual beli dibagi ke dalam beberapa jenis tergantung sudut 

pandang pembagiannya. Menurut Ikit et al. jual beli akan dibagi berdasarkan 

sudut pandang, yakni sebagai berikut:
13

 

Pertama; Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek Pertukarannya. 

Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dibagi menjadi empat macam. 

Diantaranya ialah: (1) Jual Beli Sharf. Yakni jual beli mata uang dengan mata 

uang sejenis, seperti jual beli emas dengan emas atau rupiah dengan rupiah juga. 

                                                           
13

 Ibid  
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Atau dengan mata uang lain yang tidak sejenis, seperti jual beli rupiah dengan 

dollar (money changer), (2) Jual Beli Muqayadhah. Yakni jual beli barang dengan 

barang, seperti jual beli hewan ternak dengan pakaian, atau jual beli mobil dengan 

mobil. Atau biasa dikenal dengan istilah barter, (3) Jual Beli Salam. Yakni jual 

beli dengan cara menyerahkan harga terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu 

barang dengan sifat-sifat tertentu yang harus diserahkan pada waktu yang 

diketahui, (4) Jual Beli Muthlaq. Yakni jual beli barang dengan uang. Seperti jual 

sepeda dengan harga Rp500.000-. Jenis jual beli ini merupakan jual beli yang 

paling populer dan paling banyak dipraktikkan di zaman sekarang. 

Kedua; Pembagian Jual Beli Berdasarkan Cara Penentuan Harganya 

Berdasarkan sudut pandang ini dibagi menjadi empat macam. Diantaranya ialah: 

(1) Jual Beli Tauliyah. Yakni jual beli barang dengan harga belinya, tanpa ada 

tambahan harga berupa keuntungan maupun pengurangan dari harga beli, (2) Jual 

Beli Wadhiah. Yakni jual beli barang dengan harga yang lebih rendah dari harga 

belinya, (3) Jual Beli Murabahah. Yakni jual beli barang dengan harga belinya 

dengan tambahan keuntungan yang diketahui bagi penjual, (4) Jual Beli 

Musawamah. Yakni jual beli barang tanpa menyebutkan harga belinya, tetapi jual 

beli terjadi dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan 

pembeli.  

Ketiga; Pembagian Jual Beli Berdasarkan Cara Pembayaran Harga. 

Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) 

Jual Beli Munajjaz al-Tsaman. merupakan jual beli dengan harga yang dibayar 

tunai pada saat akad. Dengan kata lain jual beli yang tidak disyaratkan didalamnya 
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penundaan pembayaran harga atau pembayaran harga secara berkala. Jual beli 

semacam ini dinamakan juga jual beli kontan, (2) Jual Beli Mu‟ajjal alTsaman. 

merupakan jual beli dengan pembayaran harga bertempo. Jual beli semacam ini 

dikenal dalam terminologi fikih islam dengan istilah al-bay‟ al-muajjal atau bay‟ 

al-nasi‟ah. Biasa dikenal dengan istilah jual beli kredit 

5. Jual Beli Gharar 

Ahli fiqh mengartikan gharar sebagai sifat dalam muamalah yang 

menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti, Sedangkan menurut Hadist 

bahwa gharar merupakan ketidak pastian dalam transaksi yang 

diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi 

tersebut. Dampak dari transkasi yang mengandung gharar adalah 

adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga 

hal ini dilarang dalam Islam.
14

 

Secara operasional gharar bisa diartikan kedua belah pihak dalam 

transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek 

transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan 

barang sehingga pihak kedua dirugikan. Gharar ini terjadi bila mengubah 

sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. 

Menurut Nur Gharar sering terjadi pada beberapa kasus, 

diantaranya yaitu: 1) Brang yang dijual tidak jelas. Dalam kasus tersebut 

                                                           
14

 Shohih, Hadist. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi 

Perbankan Syariah”. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. 2021. Volume 12: 69 

– 82 
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adakalanya barang yang dijual tidak jelas batasannya atau batasan 

akadnya tidak jelas, 2) Terjadi kasus pada harga, barang yang dihargai 

tidak jelas atau ukurannya, tenggang waktu pembayarannya tidak jelas 

untuk jual beli yang pembayarannya tunda, 3) tidak diketahui wujudnya 

atau diragukan kemampuannya, 4) tidak diketahui keselamatan 

kekekalan barangnya. 

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu 

melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur 

ghararnya itu hukumnya tidak boleh, 

6. Kriteria (Dhawabith) Gharar 

Unsur gharar bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah 

(fasid), jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
15

 

Pertama; Gharar terjadi pada akad-akad bisnis (Mu‟awadhah 

maliyah) seperti akad jual beli, akad ijarah, akad syirkah, dan akad-akad 

yang lain. Sebaliknya, gharar tidak berpengaruh dalam akad-akad sosial 

seperti akad hibah dan akad wasiat walupun unsur ghararnya berat. 

Hal ini karena gharar yang terjadi dalam akad-akad sosial 

(tabarru‟at) itu tidak mengakibatkan perselisihan (Khushumah), karena 

penerima dana sosial tidak merasa dirugikan dengan adanya gharar 

tersebut. Jadi, gharar dilarang dalam akad-akad bisnis dan diperbolehkan 

dalam akad-akad sosial. Dalam akad bisnis, misalnya seorang penjual 

                                                           
15

 Karim, Adiwarman A., dan Oni Sahroni. Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi 

Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal. 83. 
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tidak boleh menjual barang yang tidak jelas harganya. Tetapi sebaliknya 

si pemberi hibah boleh menurut Islam bersedekah barang yang tidak 

jelas harga kepada orang lain (penerima sedekah). Kaidah ini sesuai 

dengan logika fikih dan maqashid karena yang berlaku adalah 

pertukaran dan imbal hasil, masing-masing pelaku mendapatkan haknya, 

baik barang ataupun keuntungan. Sehingga setiap bentuk gharar yang 

mengakibatkan salah satu atau seluruh pihak itu dirugikan, itu 

bertentangan dengan tujuan transaksi tersebut. 

Kedua; Gharar Berat. Abu al-Walid al-Baji menjelaskan batasan gharar 

berat tersebut, yaitu: 

“Gharar (berat) itu adalah gharar yang sering terjadi pada akad hingga 

menjadi sifat akad tersebut” 

 Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa gharar berat adalah gharar 

yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. 

Gharar jenis ini berbeda-beda yaitu disesuaikan dengan kondisi dan tempat, oleh 

karena itu standar gharar ini dikembalikan kepada „urf (tradisi).  

Ketiga; Gharar Ringan. Gharar ringan merupakan gharar yang tidak bisa 

dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut urf‟ tujjar (tradisi 

pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan gharar tersebut. Seperti 

membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa 

bulan yang berbedabeda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam 

tanah, dan menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau 

dirobek. Tetapi ketidak  jelasan itu dimaklumi dan ditolerir oleh pelaku akad, 
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karena itu tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi, maka gharar ini 

dibolehkan dan akad yang disepakatinya tetap sah.  

Keempat; Gharar Terjadi Pada Objek Akad. Gharar yang diharamkan 

adalah gharar yang terjadi pada objek akad, sedangkan gharar terjadi pada 

pelengkap objek akad itu dibolehkan. Misalnya, seseorang menjual buah-buahan 

yang belum tampak buahnya. Jika yang menjadi objek jual adalah buah-buahanya, 

maka transaksi ini fasid (tidak sah) karena ada unsur ghararnya. Karena 

kemungkinan pohon itu tidak berbuah. Tetapi jika yang dijual adalah pohonnya 

(dan buah-buahanya sebagai pelengkapnya), maka gharar ini tidak merusak akad 

karena unsur ghararnya terletak bukan pada objek akad (pohon), tetapi pada 

buahnnya yang statusnya sebagai pelengkap. Ketentuan ini sesuai kaidah fikih. 

Kelima; Tidak Ada Kebutuhan (hajat) Syar‟i Terhadap Akad. Maksud 

dari tidak ada kebutuhan syar‟i terhadap akad yakni sebuah kondisi dimana setiap 

orang diperkirakan mendapatkan kesulitan (masyaqqah), jika tidak melakukan 

transaksi gharar tersebut, baik kebutuhan (hajah) itu bersifat umum ataupun 

khusus. Hajah yang dimaksud harus jelas (muta‟ayyinah) yakni tidak ada pilihan 

yang halal kecuali akad yang mengandung gharar tersebut, seperti bolehnya 

menjadi anggota asuransi konvensional (yang mengandung gharar) selama tidak 

ada asuransi syariah. Karena kebutuhan masyarakat terhadap asuransi menjadi 

kebutuhan mendesak, karena jika tidak berasuransi maka beban biaya pengobatan 

memberatkan masyarakat. Kebolehan ini selama belum ada asuransi syariah, 

tetapi setelah ada asuransi syariah, maka tidak boleh berasuransi konvensional, 

karena hajah dan darurat telah hilang. Kebolehan melakukan transaksi gharar 
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karena faktor hajah ini sesuai dengan kaidah fikih. 

B. Garansi  

1. Pengertian Garansi 

Kata garansi berasal dari bahasa inggris guarantee yang berarti jaminan 

atau tanggungan.
16

 Garansi dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti 

jaminan, dan dalam ensiklopedia Indonesia garansi adalah bagian dari suatu 

perjanjian dari jual beli, di mana penjual menanggung kebaikan atau keberesan 

barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan, apabila barang tersebut 

mengalami kerusakan atau cacat maka segala perbaikannya ditanggung oleh 

penjual, sedang peraturan-peraturan garansi tersebut biasanya ditulis pada suatu 

surat garansi 

2. Dasar Hukum Garansi 

Melnurut pelrspelkti lf Ilslam pelrjanji lan garansi l ilnil tildak di llarang dan 

telrmasuk dalam bi ldang mu‟amalah, karelna garansi l telrmasuk jami lnan atas 

kelselpakatan dalam syarat dan ke ltelntuan dalam jual be llil dilantara keldua bellah 

pilhak. 

Pelrjanji lan garansi l dilatur dalam pasal 1316 KUHPe lrdata yang belrbunyi l: 

“selselorang bole lh melnanggung selorang pi lhak keltilga dan melnjajilkan bahwa pi lhak 

keltilga i lnil akan belrbuat selsuatu, teltapil hal i lnil tildak melngurangi l tuntutan ganti l rugil 
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 Taufiq hidayat. Garansi dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam (Jurnal : Al-Mawarid Edisi 
XV, 2006), hlm. 113. 
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telrhadap pelnanggung atau orang yang be lrjanji l iltu ji lka pi lhak keltilga telrselbut 

melnolak untuk melmelnuhi l pelrjanji lan iltu”.
17

 

Sellailn i ltu pelraturan garansi l juga telrdapat dalam pasal 1505-1510 

KUHPelrdata 

1) Kelwaji lban-kelwaji lban pelnjual di ljellaskan dalam pasal 1505, 1506, 

1509 KUPelrdata 

2) Hak pelmbellil diljellaska dalam pasal 1507 KUHPelrdata 

3) Melnanggung bi laya, kelrugi lan dan bunga 1508 KUHPe lrdata 

4) Musnahnya barang di l jellaskan dalam pasal 1510 KUHPe lrdata 

 

Pelrjanji lan yang melmuat keltelntuan telrselbut di lkelnal delngan i lsti llah 

pelrjaji lan garansi l. Pelrjanji lan garansi l adalah suatu pelrjanji lan yang be lrilsil keltelntuan 

bahwa selselrorang belrjanji l akan melnanggung atau me lnjamiln akan me lmelnuhil 

prelstasil yang te llah di lpelrjanji lkan olelh delbiltur daril suatu pelrilkatan yang te llah 

telrjadil.
18

 

3. Masa Garansi 

Dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 

1999 masa garansi atau masa jaminan ialah satu tahun sebagaimana lazimnya 

pemberian garansi pada zaman sekarang ini, namun dalam pasal 27 huruf e nomor 

8 UndangUndang Hukum Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, lewatnya 

jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang di beli. Ini maksudnya 

ialah pelaku usaha berkewajiban memenuhi jaminan dari tuntutan ganti rugi yang 

didapati oleh kosumen apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang 

                                                           

17
 R. Sube lktil dan Tjiltrosudilbilo, Kiltab Undang-Undang Hukum Pe lrdata (Burge lrliljk 

We ltboelk),hlm. 338-339.  
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diperjanjikan, dalam penjelasan disebutkan juga bahwa masa jaminan yang harus 

diberikan penjual kepada konsumen ialah selama 4 tahun dihitung sejak tanggal 

transaksi jual beli.  

Mengenai masa garansi pemberian ganti rugi dalam ayat 3 (tiga) 

disebutkan “Penerima ganti rugi di laksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 

hari setelah tanggal transaksi”. 

4. Tujuan dan Fungsi Garansi 

Garansi ini sangat berharga sebab dengan adanya garansi, selain jaminan 

kualitas produk tersebut juga mempengaruhi harga jual dan minat pembeli suatu 

produk. Dengan adanya garansi, nilai jual suatu produk akan bertambah dan 

keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk 

membelinya. Suatu produk yang sejenis akan sangat berbeda dari segi harga bila 

yang satu memiliki garansi dan yang lain tidak. Harga produk yang tidak 

bergaransi biasanya lebih rendah dari poduk yang bergaransi, namun demi 

keamanan dan terjaminnya kualitas suatu poduk konsumen biasanya lebih 

memilih produk yang bergaransi. 

Tujuan garansil dalam undang-undang pelrlilndungan konsumeln pada 

hakilkatnya ilalah untuk melncapail maslahat daril hasill transaksil elkonomil atau 

bilsnils, pelngelrtilan maslahat dalam kelgilatan elkonomil atau bilsnils ilalah pelrpaduan 

atau pelncapailan, keluntungan dan belrkah. Keluntungan dilpelrolelh apabilla kelgilatan 

usaha melmbelrilkan nillail tambah daril aspelk elkonomil, seldangkan belrkah dilpelrolelh 

selsuail delngan pelraturan syailah. Karelna iltu, untuk melncapail tujuan telrselbut, 
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dilpelrlukan kelsadaran daril para pellaku usaha untuk sellalu melngeldelpankan 

pelraturan yang tildak belrtelntangan delngan aturan syarilah dan pelraturan lailn yang 

belrlaku selcara yurildils formal.
19

 

5. Garansi dalam Fiqih Muamalah  

Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam memiliki hak khiyar atau 

hak untuk memilih. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khiyar 

didefinisikan khusus dalam bentuk akad jual beli sebagai “hak pilih bagi penjual 

dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang 

dilakukannya”.
20

 Berdasarkan sabda Nabi saw.  

 َُ سٍَه َٚ  ِٗ ُ ع١ٍََْ يَ الله صٍََٝ اللَّه ْٛ ْٓ سَسُ شَ عَ َّ ُٓ عُ ْٓ اثْ ْٓ ٔبَفِعٍ عَ ُ  حَذهصََٕب لز١َُْجَُٗ حَذهصََٕب اٌٍه١ْشُ عَ أَٔهٗ

ْٚ ٠خ١َُه  ١ْع ب أَ ِّ وَبَٔب جَ َٚ ف ب  ُْ ٠زَفَشَه ب ٌَ َِ ٌْخ١ََبسِ  ب ثِب ا َّ ُٙ ْٕ ِِ احِذٍ  َٚ  ًُّ ِْ فىَُ شُ لَبيَ إرِاَ رجََب٠َعَ اٌشجُلَا

ج١َْعُ ٚاٌزعشف ثعذ  ٌْ جَتَ ا َٚ ٌِهَ فَمذَْ  ب ا٢خَشَ فزَج١ََعََب عٍََٝ رَ َّ ُ٘ ْْ خ١َهشَ أحَذُ  ب ا٢خَشَ فَإِ َّ ُ٘ أحََذُ

ٌٕب ثٙب ٌُٚ ٠زشن ٚاحذ ِّٕٙب اٌج١ع فمذ ٚجت اٌزجػ أْ  

Artinya: perkataan Qutaibah, perkataan Lais dari Nafi‟ dari Ibnu Umar 

ra. Dari Rasullullah saw, beliau bersabda. Apabila dua orang jual beli 

maka masing-masing dari kedua belah pihak ada hak pilih selama mereka 

berdua belum berpisah dan mereka berdua masih ada semua, atau salah 

satu dari keduanya menyuruh memilih pihak lain, apabila satu dari kedua 

sudah menyuruh memilih yang lain lalu mereka berdua berjualbeli atas 

dasar itu, maka jadilah jual beli itu dan jika keduanya sudah berpisah 

setelah keduanya berjualbeli itu dan salah satu dari keduanya tidak 

meninggalkan jual beli itu maka sudah terjadilah jual beli itu. (HR. 

Bukhari) 
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hlm. 138.  
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Khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan orang melakukan 

transaksi memilih hak pilih untuk meneruskan transaksi atau akadnya, yakni 

menjadikan atau membatalkan jika khiyar tersebut berupa khiyar syarath, aib, 

atau khiyar ru‟yah atau hendaknya memilih dua barang jika khiyar ta‟yin. 

Khiyar syarath yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang 

berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan 

akad jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Para ulama 

fiqh sepakat bahwa khiyar syarath ini dibolehkan dengan tujuan untuk 

memelihara ha-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak 

penjual.Seperti sabda Rasullullah saw 

 أذ ثبٌخ١بس فٟ وً ِجٍغخ اٌجٕغٍٙب صلاس ١ٌبي )سٚاٖ اٌج١ٙمٟ(

Artinya: “kamu boleh khiyar pada setiap yang telah dibeli selama tiga 

hari tiga malam” 

Khiyar ru‟yah ialah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku 

atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat 

ketika akad berlangsung. Berdasarkan sabda nabi saw. yang mengatakan: 

 ِٓ َٛ ثبِ خ١َْبسِ إرِاَ سَاٖ )سٚاٖ اٌذاس لطٕٟ عٓ أثٟ ٘ش٠شح(َِ ُٙ ُْ ٠شََُٖ فَ اشْزشََٜ ش١َْب ٌَ  

Artinya: Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak 

khiyar apa bila telah melihat barang itu (HR Ad-Daruqutni dari Abu 

Hurairah) 

Khiyar ta‟yin ialah khiyar yang merupakan hak pilih bagi pembeli dalam 

menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Ulama Hanafiyah 
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membolehkan khiyar ta‟yin dan mengemukakan tiga syarat untuk khiyar ta‟yin 

ini. Yaitu: 

1. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan 

sifatnya.  

2. Barang itu berbeda sifat dan nilainya.  

3. Tenggang waktu untuk khiyar ta‟yin harus ditentukan, yaitu menurut 

Imam Abu Hanifah tidak lebih dari tiga hari.  

Khiyar „aib ialah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli 

bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada suatu objek yang 

diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad 

berlangsung.Adapun cacat yang menyebabkan hak khiyar „aib menurut ulama 

Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu 

dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama 

Syafi‟yah dan Malikiyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu 

berkurang atau hilang unsur yang di inginkan dari padanya.
21

 

syarat-syarat berlakunya khiyar „aib menurut para pakar fiqih, setelah 

diketahui adanya cacat pada barang itu, adalah:  

1) Cacat diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima 

barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama.  

2) Pembeli tidak mengetahui bahwa ada barang itu ada cacat ketika akad 

berlangsung.  
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3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan 

bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.  

4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad 

Dasar hukum mengenai khiyar „aib diperoleh dari gambaran hukum yang 

terdapat dalam hadits Rasulullah. Ketentuan mengenai hak khiyar„aib ini jika 

dicermati menunjukan bahwa pihak penjual tidak dibenarkan menjual barang 

dalam keadaan rusak. Mengharuskan penjual menerangkan kondisi barang secara 

jelas, sehingga pihak pembeli mengetahui keadaan tersebut, dan memilih apakah 

tetap melanjutkan tranasaksi jual beli tersebut atau tidak.  

Khiyar majlis ialah khiyar yang memberikan hak kepada salah satu pihak 

untuk membatalkan transaksi selama masih berada dalam majelis atau saat 

perjanjian transaksi belum selesai. 

Hukum Khiyar Majlis sendiri adalah mubah, baik bagi pembeli maupun 

penjual. Meskipun demikian, khiyar dapat menjadi haram hukumnya apabila 

digunakan sebagai sarana menipu dan berdusta. 

Berikut landasan dasar yang disyariatkan khiyar majlis berdasarkan 

hadis-hadis Nabi Saw. 

ُ لَبيَ: إِ  َُ أَٔهٗ َٚ سٍَه  ِٗ يِ الله صٍَهٝ الله ع١ٍََْ ْٛ ْٓ سَسُ شَ عَ َّ ِٓ عُ ِٓ اثْ احِذٍ عَ َٚ  ًُّ ِْ فىَُ جُلاَ راَ رجََب٠عََ اٌشه

 َّ ُ٘ ْْ خ١َهشَ أحََذُ ب ا٢ْخَشَ فَإِ َّ ُ٘ ْٚ ٠خ١َُشُِّ أحََذُ ١ْع ب أَ ِّ وَبَٔب جَ َٚ لَب  ُْ ٠زَفَشَه ب ٌَ َِ ٌْخ١َِبسِ  ب ثِب َّ ُٙ ْٕ ب ا٢خَشَ ِِ

لَب ثعَْذَ أَ  ْْ رفَشَه إِ َٚ ٌْج١َْعَ  جَتَ ا َٚ ٌِهَ فَمذَْ  ٌْج١َْعَ فَمذَْ فَزجَب٠َعََب عٍََٝ رَ ب ا َّ ُٙ ْٕ ِِ احِذٌ  َٚ ُْ ٠َزشُْنْ  ٌَ َٚ ْْ رجََب٠عََب 

ٌْج١َْعَ.  جَتَ ا سٚاٖ اٌجخبسٞ ِٚسٍُ -َٚ  
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Artinya: "Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah Saw, bahwa beliau 

bersabda, "Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka 

masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka 

belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak 

memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. 

Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain 

lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah 

berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara 

mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi 

(juga)." (HR. Al.Bukhari dan Muslim) 

ْٓ أَ  ُٓ شُع١َْتٍ عَ شُٚ اثْ ّْ ْٓ عَ َُ لَبيَ: عَ سٍَه َٚ  ِٗ يَ اللهِ صٍَهٝ الله ع١ٍََْ ْٛ هْ سَسُ َ ِٖ لَبيَ: أ ْٓ جَذِّ ِٗ عَ ث١ِْ

ْْ ٠فَُبسِقَ صَبحِ  ًُّ ٌَُٗ أَ لََ ٠حَِ َٚ َْ صَفْمَخَ خ١َِبسٍ  ْْ رىَُٛ لَب إلَِه أَ ُْ ٠َزفَشَه ب ٌَ َِ ٌْخ١َِبسِ  ِْ ثِب ج١َعِّبَ ٌْ جَُٗ ا

ْْ ٠سَْزم١ٍََُِٗ  ١زٜ ٚإٌسبئٟسٚاٖ اٌزشِ -خَش١َْخَ أَ  

"Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya 

Rasulullah saw bersabda: "Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar 

selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, 

maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya 

karena khawatir dibatalkan." (HR. Tirmidzi dan Nasa'i). 

Menurut pendapat ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah adanya khiyar 

majelis bagi pihak penjual maupun pembeli selama keduanya masih berada dalam 

majelis (tempat) akad yang sama. Mereka berdalil dengan perkataan nabi. 

ْْ وَزثَب ٚوَزَّب  ّب، ٚإ ِٙ ب ثُٛسِنَ ٌّٙب فٟ ث١َْعِ ْْ صَذلَب ٚث١َهٕ لب، فإ ُْ ٠َزفَشَه ِْ ثبٌخ١ِبسِ ِب ٌَ ج١َعِّب ٌْ ا

ّب ِٙ حِكَ ثشََوَخُ ث١َْعِ ُِ . 

"Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan 

untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya 

belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menampakkan 

dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Namun, 

apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus 

keberkahan jual beli keduanya." (HR. Bukhari no. 2079 dan Muslim no. 

1532) 
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Khiyar yang dimaksudkan di dalam hadis adalah khiyar majelis, dan 

perpisahan yang dimaksudkan di dalam hadis adalah berpisahnya badan keduanya 

sebagaimana hal ini dikemukakan juga oleh sahabat Ibnu Umar dan Abu Barzah 

Al-Aslami radhiyallahu 'anhuma. Hal ini juga dikuatkan dengan hadis. 

لب ٚوبْ ج١ّع ب  ِب ٌُ ٠زفشه

"Selama keduanya belum berpisah dan mereka masih bersama-sama (satu 

majelis)." (HR. Bukhari no. 2112 dan Muslim no. 1531) 

 

6. Konsep Garansi Dalam Muamalah 

Dalam muamalah garansi erat kaitannya dengan khiyar „aib.Definisi aib 

menurut ulama syafi‟iyah adalah segala sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, 

atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis 

barang bersifatmenyeluruh. Khiyar „aib dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan 

benda-benda yang dibeli, jika terdapat cacat pada barang, maka barang dapat 

dikembalikan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab IX 

bagaian ke empat pasal 236 tentang khiyar „aib, yaitu: 

Penjelasan tentang pengembalian barang atau uang dijelaskan dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X bagian keempat pasal 242 

tentang khiyar „aib, yaitu : 

1) Penjualan benda yang tidak bisa dimamfaatkan lagi, tidak sah  
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2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam 

ayat kepada penjual untuk berhak, menerima kembali seluruh 

uangnya. 

Dengan demikian, penyebab khiyar „aib adalah adanya cacat dan barang 

yang diperjualbelikan (ma‟qud alaih) atau harga (tsaman), karena kurang nilai 

atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang berakad tidak meneliti barang 

ketika akad.
22

 

C. UNDANG-UNDANG RI  NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG 

PERLINDUNGAN KONSUMEN 

1. Pengertian 

Ilstillah konsumeln belrasal daril kata consumelr (Amelrilka Ilnggrils) atau 

consumelnt (Bellanda). Pelngelrtilan konsumeln dalam Pasal 1 ayat 2 UU No.8 Tahun 

1999 telntang Pelrlilndungan Konsumeln adalah seltilap orang pelmakail barang 

dan/atau jasa yang telrseldila dalam masyarakat, bailk bagil kelpelntilngan dilril selndilril, 

kelluarga, orang lailn maupun makhluk hildup lailn dan tildak dilpelrdagangkan. 

2. Hak-Hak Konsumen 

Kata “hak” melnurut bahasa dalam kamus umum bahasa Ilndonelsila adalah 

kelkuasaan yang belnar atau selsuatu untuk melnuntut selsuatu. Hak-hak konsumeln 

                                                           
22

 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X Bagian Keempat Pasal 286 Tentang Khiyar 
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selbagailmana telrtuang dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah selbagail 

belrilkut:
23

 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

melngkonsumsil barang dan/atau jasa.  

b. Hak untuk memililh barang dan/atau jasa selrta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan.  

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa.  

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan.  

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif. 

3. Kewajiban Pelaku Usaha 

Kata kelwajilban belrasal daril kata “wajilb” yang kelmudilan dilbelril ilmbuhan 

kel-an. Dalam pelngelrtilan bahasa kata wajilb belrartil selsuatu yang harus dillakukan 

                                                           
23

 Poelrwadamilnta, WJS. “Kamus Umum Bahasa Ilndonelsila”. (Jakarta: Balail Pustaka 2006), 

hlm. 397. 
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dan tildak bolelh diltilnggalkan. Adapun kelwajilban pellaku usaha selbagailmana yang 

telrtuang dalam Pasal 7 UUPK adalah selbagail belrilkut:
24

 

1) Belriltilkad bailk dalam mellakukan kelgilatan usahanya.  

2) Melmbelrilkan ilnformasil yang belnar, jellas, dan jujur melngelnail kondilsil 

dan jamilnan barang dan/atau jasa selrta melmbelril pelnjellasaan melngelnail 

pelnggunaan, pelrbailkan, dan pelmellilharaan.  

3) Melmpelrlakukan atau mellayanil konsumeln selcara belnar dan jujur selrta 

tildak dilskrilmilnatilf.  

4) Melnjamiln mutu barang dan/atau jasa yang dilproduksil dan/atau 

dilpelrdagangkan belrdasarkan keltelntuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang belrlaku.  

5) Melmbelril kelselmpatan kelpada konsumeln untuk melngujil, dan/atau 

melncoba barang dan/atau jasa telrtelntu selrta melmbelril jamilnan 

dan/atau garansi l atas barang yang di lbuat dan/atau yang 

dilpelrdagangkan.  

6) Melmbelril kompelnsasi l, ganti l rugi l, dan/atau pelngganti lan atas kelrugi lan 

akilbat pelnggunaan, pelmakailan, dan pelmanfaatan barang dan atau jasa 

yang di lpelrdagangkan.  

7) Melmbelril kompelnsasi l, ganti l rugi l, dan/atau pelngganti lan apabi lla barang 

dan/atau jasa yang di ltelrilma atau di lmanfaatkan ti ldak selsuail delngan 

pelrjanji lan. 

                                                           
24

 Ilbild  
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4. Perbuatan Yang Dilarang bagi Pelaku Usaha 

Dalam pasal 8 UUPK juga melnjellaskan telntang pelrbuatan yang di llarang 

bagil pellaku usaha di l antaranya:
25

 

1. Pellaku usaha di llarang melmproduksi l dan/atau melmpelrdagangkan 

barang dan/atau jasa yang: 

a. Ti ldak melmelnuhil atau ti ldak selsuail delngan standar yang 

di lpelrsyaratkan dan keltelntuan pelraturan pelrundangundangan.  

b.  Tildak selsuail delngan belrat belrsilh, i lsil belrsilh atau neltto, dan jumlah 

dalam hi ltungan selbagai lmana yang di lnyatakan dalam labell atau 

eltilkelt barang telrselbut.  

c. Ti ldak selsuail delngan ukuran, takaran, ti lmbangan dan jumlah dalam 

hi ltungan melnurut ukuran yang se lbelnarnya.  

d. Ti ldak selsuail delngan kondilsil, jamilnan, kelilsti lmelwaan atau 

kelmanjuran selbagai lmana di lnyatakan dalam labe ll, eltilkelt atau 

keltelrangan barang dan/atau jasa te lrselbut.  

e. Ti ldak selsuail delngan mutu, ti lngkatan, komposi lsil, barang pelngolaan, 

gaya, mode l, atau pelnggunaan te lrtelntu selbagai lmana di lnyatakan 

dalam labell atau keltelrangan barang dan/atau jasa te lrselbut. 

f. Ti ldak selsuail janjil yang di lnyatakan dalam labell, eltilkelt, keltelrangan, 

i lklan, atau promosi l pelnjualan barang dan/atau jasa te lrselbut.  

g. Ti ldak melncantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu 

pelnggunaan/pelmanfaatan yang bai lk atas barang telrtelntu.  

                                                           
25

 Krilstilyantil, Ce llilna Tril Silwil, “Hukum Pe lrlilndungan Konsume ln”. (Jakarta: Silnar Grafilka, 

2009), hlm. 92-97. 
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h. Ti ldak melngilkuti l keltelntuan belrproduksi l selcara halal, selbagai lmana 

pelrnyataan “halal” yang di lcantumkan dalam lelbell. 

i. Ti ldak melmasang lelbell atau melmbuat pelnjellasan barang yang 

melmuat nama barang, ukuran, be lrat/i lsil belrsilh atau neltto, 

komposi lsil, aturan pakai l, tanggal pelmbuatan, aki lbat sampi lngan, 

nama dan alamat pellaku usaha selrta keltelrangan lai ln untuk 

pelnggunaan yang melnurut keltelntuan harus dilpasang/di lbuat.  

j. Ti ldak melncantumkan i lnformasi l dan/atau peltunjuk pelnggunaan 

barang dalam bahasa Ilndonelsila selsuail delngan keltelntuan 

pelrundang-undangan yang be lrlaku. 

2. Pellaku usaha di llarang melmpelrdagangkan barang yang rusak, cacat, 

atau belkas yang telrcelmar tanpa me lmbelrilkan i lnformasi l selcara lelngkap 

dan belnar atas barang telrselbut. 

3. Pellaku usaha di llarang melmpelrdagangkan seldilaan farmasi l dan pangan 

yang rusak, cacat, atau be lkas dan telrcelmar, delngan atau tanpa 

melmbelrilkan ilnformasil lelngkap dan belnar. 

4. Pellaku usaha yang me llakukan pellanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) 

dillarang me lmpelrdagangkan barang atau jasa te lrselbut selrta waji lb 

melnarilknya daril pelreldaran. 

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha  

Dalam pasal 19 UUPK juga me lnjellaskan telntang Tanggung Jawab 

Pellaku Usaha di l antaranya 
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1. Pellaku usaha belrtanggung jawab me lmbelrilkan ganti l rugi l atas kelrusakan, 

pelncelmaran, dan atau ke lrugi lan konsumeln aki lbat melngkonsumsi l barang 

dan atau jasa yang di lhasi llkan atau dilpelrdagangkan.  

2. Ganti l rugil selbagai lmana di lmaksud pada ayat (1) dapat be lrupa 

pelngelmbali lan uang atau pelngganti lan barang dan/atau jasa yang se ljelnils 

atau seltara ni llailnya, atau pelrawatan kelselhatan dan/atau pe lmbelrilan 

santunan yang se lsuail delngan keltelntuan pelraturan pelrundangundangan 

yang belrlaku.  

3. Pelmbelri lan ganti lrugil dillaksanakan dalam te lnggang waktu 7 (tujuh) hari l 

seltellah tanggal transaksi l.  

4. Pelmbelri lan ganti l rugi l selbagailmana di lmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tildak melnghapuskan kelmungkilnan adanya tuntutan pi ldana belrdasarkan 

pelmbukti lan lelbilh lanjut melngelnai l adanya unsur kelsalahan.  

5. Keltelntuan selbagai lmana di lmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ti ldak belrlaku 

apabilla pellaku usaha dapat me lmbukti lkan bahwa kelsalahan te lrselbut 

melrupakan kelsalahan konsumeln 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penlitian 

Jelni ls pelnelliltilan yang di lgunakan adalah pelnelliltilan hukum elmpi lrils, 

yai ltu pelnelliltilan delngan cara pelnelliltil datang langsung kellapangan untuk 

mellakukan pelnggali lan data.
1
 Pelnggali lan data i lnil dillakukan untuk 

melngumpulkan data te lrkai lt delngan pelrumusan masalah kelpada pelnjual dan 

pelmbellil hp belkas dil Jl. Veltran Kelcamatan Banjarmasi ln Ti lmur Kota 

Banjarmasi ln. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pelnelliltilan i lnil delskrilpti lf kuali ltatilf delngan melmfokuskan pada 

kelgilatan-kelgilatan melngi ldelnti lfilkasi l, melndokumelntasil, dan me lngeltahuil 

delngan i lntelrprelstasi l selcara melndalam antara pelnelliltilan delngan felnomelna 

yang di ltelliltil. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi l pelnelliltilan i lnil adalah di l Jl. Veltran Kelcamatan Banjarmasi ln Tilmur 

Kota Banjarmasi ln. Lokasi l telrselbut melnjual barang-barang ellelktoni lk, salah 

satunya Hp Belkas. Alasan pelnelliltil melngambi ll lokasi l telrselbut karelna telrdapat 

banyak pelnjual hp belkas di l lokasil telrselbut.  

                                                           
1
 Sailfullah, “Tilpologil Pe lne lliltilan Hukum,” (Malang: I lnte lle lge lnsil Me ldila, 2015), hlm. 263. 
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C. Data dan Sumber Data  

i. Data  

Data adalah selgala keltelrangan (i lnformasil) melngelnai l selmua hal yang 

belrkai ltan delngan tujuan pelnelli ltilan. Adapun data yang di lgali l dalam 

pelnelli ltilan ilnil ilalah: 

a. Data Pri lmelr 

1. Prakti lk jual bellil hp belkas yang di llakukan antara keldua bellah pi lhak 

pelnjual dan pelmbellil. 

2. Dampak prakti lk jual bellil hp belkas yang telrdapat me lrugilkan antara 

keldua bellah pilhak pelnjual dan pelmbellil. 

b. Data Selkundelr 

Data Selkundelr adalah data yang di lpelrolelh daril belbelrapa li ltelratur yang 

melndukung pelmbahasan dalam pelnelliltilan ilnil selpelrtil buku-buku, 

jurnal, karya i llmilah, artilkell, maupun yang lai lnnya yang be lrkailtan 

delngan pelrmasalahan.
2
 

ii. Sumbelr data  

1. Ilnforman  

Ilnforman yang di lwawancarai l belrjumlah 5 orang  pelnjual hp bekas. 

2. Dokumeln 

a. UU 

b. KHElS 

c. Ki ltab Filqilh Muamalah 

                                                           
2
 Sandu Si lyoto dan M. Alil Sodilk Sodilk, “Dasar Me ltodologil Pe lne llilti lan” (Yogyakarta: 

Lilte lrasil Me ldila Publilshilng, 2015), 67. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Pelngumpulan data yang di llakukan dalam pelnelliltilan ilni l adalah agar 

melndapatkan dan me lmpelrolelh i lnformasi l yang akan di lbutuhkan dalam me lncapai l 

tujuan, i lalah: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah se lbuah telknilk pelngambi llan data de lngan cara 

melnanyakan selsuatu kelpada selselorang yang me lnjadil ilnforman delngan 

belrcakap-cakap selcara tatap muka. Wawancara yang di llakukan 

kelpada pelnjual Hp belkas di l Kelcamatan Banjarmasi ln Tilmur Kota 

Banjarmasi ln. 

2. Studi Pustaka 

Studil pustaka adalah meltodel pelngumpulan data yang me lngarahkan 

kelpada pelncarilan data dan i lnformasi l mellaluil dokumeln-dokomeln, bai lk 

dokumeln telrtuli ls, foto-foto, gambar, maupun dokume ln ellelktronilk 

yang dapat me lndukung dalam prosels pelnuli lsan.  

E. Analisis Data 

Langkah se llanjutnya yang pelnelli ltil lakukan adalah melnganali lsils data. 

Melnganali lsils delngan hasi ll yang pelnelli ltil pelrolelh daril pelngolahan data untuk 

melmelcahkan pelrmasalahan yang ada dalam pe lnelliltilan. Analasi ls data yang 

dilpelrgunakan dalam pe lnelliltilan i lnil adalah anali lsils data kuali ltatilf yai ltu anali lsils data 

tanpa melnggunakan angka, yang belrsumbelr daril obselrvasi l, wawancara dan data 
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yang di ldapat delngan melngurai lkannya melnjadil kali lmat silstelmatils, telratur, logi ls 

dan elfelkti lf.
3
  

Adapun anali lsils data yang di ltelrapkan dalam pelnelliltilan ilnil adalah anali lsils 

kuali ltatilf delskri lpti lf, yang di lpelrolelh daril hasi ll wawancara pelnjual di l Banjarmasiln 

Tilmur telrkailt jual bellil hp belkas. 

  

                                                           
3
 I lshaq, “Me ltode l Pe lne lliltilan Hukum dan Pelnulilsan Skrilpsil, Te lsils, Se lrta Dilse lrtasil”, 

(Bandung: Alfabe lta, 2017), hlm. 69. 
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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Penyajian Data 

Pada bab i lnil pelnelliltil akan melngurai lkan data dan hasi ll pelnelliltilan data dan 

hasi ll pelnelliltilan, yai ltu telntang gambaran prakti lk Jual Bellil Hp Belkas. Belrilkut 

pelnyaji lan data hasi ll-hasi ll pelnelliltilan: 

1. Ilnforman Il (Pelnjual) 

Nama    : Muhammad Ilrwansyah 

Umur    : 32 

Pelndildi lkan   : MA 

Alamat    : Pelmangkilh Darat 

Belrdasarkan hasi ll wawancara dengan Muhammad Ilrwansyah me llakukan 

pellaksanaan prakti lk jual bellil sudah selkiltar 2 tahun yang lalu, le lbilh banyak 

untungnya. Prosels jual bellil daril tahap pelnawaran. Jilka pelmbellil melnye lpakati l harga 

hp telrselbut maka pelnjual akan melmbuatkan nota harga dan garansi l telrgantung 

jelnils hpnya, bi lasanya satu mi lnggu atau dua mi lnggu saja, sellelbilhnya bukan 

tanggung jawab pi lhak toko. Seltilap melmbellil hp belkas pi lhak toko ilnil tildak 

melnyampai lkan kondi lsil hp. Ji lka sudah melmbellil adanya komplai ln dalam 

kelrusakan dalam masa masi lh ada garansi l maka pellanggan yang milnta 

dilkelmbalilkan uangnya atau tukar hp yang lai ln maka pi lhak toko mellakukaknnya. 
1
 

                                                           
1
 Muhammad Ilrwansyah, Pelnjual, Wawancara Prilbadil, Banjarmasiln Tilmur, 06 Novelmbelr 

2023 
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2. Ilnforman IlIl (Pelnjual) 

Nama    : Ahmad Zai lnil 

Umur    : 28 

Pelndildi lkan   : SMA 

Alamat    : Komp. Pelrsada Pelrmail Baru 

Belrdasarkan hasi ll wawancara dengan Ahmad Zai lnil mellakukan pellaksanaan 

prakti lk jual belli l sudah selkiltar 10 tahun yang lalu, le lbilh banyak untungnya. Prose ls 

jual bellil daril tahap pelnawaran. Ji lka pelmbellil melnye lpakati l harga hp te lrselbut maka 

pelnjual akan me lmbuatkan nota harga dan ti ldak ada garansi l, kalo kelrusakan 

sellelbilhnya bukan tanggung jawab pi lhak toko. Seltilap melmbellil hp belkas pi lhak 

toko i lnil sellalu melnyampai lkan kondi lsil hp bagus atau ti ldak bagus. Di lsaat mau 

mellakukan traksaksi l jual bellil hp i lnil dil telst dulu sama pelmbellil apakah hp i lnil bagus 

atau ti ldaknya. Jilka suadah melmbellil adanya komplai ln dalam kelrusakan ti lada ada 

garansi l maka pellanggan yang mi lnta di lkelmbalilkan uangnya atau tukar hp yang 

lailn maka pilhak toko ti ldak bilsa mellakukaknnya.
2
 

3. Ilnforman IlIlIl (pelnjual) 

Nama    : Alan  

Umur    : 27 

Pelndildi lkan   : MTS 

Alamat     : Martapura 

Belrdasarkan hasi ll wawancara dengan Alan mellakukan pellaksanaan prakti lk 

jual bellil sudah selkiltar 7 tahun yang lalu, le lbilh banyak untungnya. Prose ls jual bellil 

daril tahap pelnawaran. Ji lka pelmbellil melnye lpakati l harga hp telrselbut maka pelnjual 

                                                           
2
 Ahmad zailnil, Pe lnjual, Wawancara Prilbadil, Banjarmasiln Tilmur, 06 Nove lmbe lr 2023 
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akan melmbuatkan nota harga dan garansi l telrgantung jelnils hpnya, bi lasanya satu 

milnggu saja, se llelbilhnya bukan tanggung jawab pi lhak toko. Seltilap melmbellil hp 

belkas pi lhak toko ilnil tildak melnyampai lkan kondi lsil hp. Jilka suadah me lmbellil 

adanya komplai ln dalam kelrusakan dalam masa masi lh ada garansi l maka pellanggan 

yang mi lnta di lkelmbalilkan uangnya atau tukar hp yang lai ln maka pi lhak toko 

mellakukaknnya.
3
 

4. Ilnforman VIl (Pelnjual) 

Nama    : Abdul Wahab 

Umur    : 30 

Pelndildi lkan Telrakhilr  : SMA 

Alamat    : Sungai l Tabuk 

Belrdasarkan hasi ll wawancara dengan Abdul Wahab mellakukan pellaksanaan 

prakti lk jual belli l sudah selkiltar 9 tahun yang lalu, le lbilh banyak untungnya. Prose ls 

jual bellil daril tahap pelnawaran. Ji lka pelmbellil melnye lpakati l harga hp te lrselbut maka 

pelnjual akan me lmbuatkan nota harga dan ti ldak ada garansi l, kalo kelrusakan 

sellelbilhnya bukan tanggung jawab pi lhak toko. Seltilap melmbellil hp belkas pi lhak 

toko i lnil sellalu melnyampailkan kondi lsil hp bagus atau ti ldak bagus. Di lsaat mau 

mellakukan traksaksi l jual bellil hp i lnil dil telst dulu sama pelmbellil apakah hp i lnil bagus 

atau ti ldaknya. Jilka suadah melmbellil adanya komplai ln dalam kelrusakan ti lada ada 

garansi l maka pellanggan yang mi lnta di lkelmbalilkan uangnya atau tukar hp yang 

lailn maka pilhak toko ti ldak bilsa mellakukaknnya.
4
 

                                                           
3
 Alan , Pelnjual, Wawancara Prilbadil, Banjarmasiln Tilmur, 06 Novelmbelr 2023 

 
4
 Abdul Wahab, Pe lnjual, Wawancara Prilbadil, Banjarmasiln Tilmur, 06 Nove lmbe lr 2023 
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5. Ilnforman V (Pelnjual) 

Nama    : Apri llilan 

Umur    : 24 

Pndildi lkan    : MA 

Alamat    : JL. Veltran Bellakang Melsji ld Al-Ilkhwan  

Belrdasarkan hasi ll wawancara dengan Aprillilan mellakukan pellaksanaan 

prakti lk jual belli l sudah selkiltar 4 tahun yang lalu, le lbilh banyak untungnya. Prose ls 

jual bellil daril tahap pelnawaran. Ji lka pelmbellil melnye lpakati l harga hp te lrselbut maka 

pelnjual akan me lmbuatkan nota harga dan ti ldak ada garansi l, kalo kelrusakan 

sellelbilhnya bukan tanggung jawab pi lhak toko. Seltilap melmbellil hp belkas pi lhak 

toko i lnil sellalu melnyampai lkan kondi lsil hp bagus atau ti ldak bagus. Di lsaat mau 

mellakukan traksaksi l jual bellil hp i lnil dil telst dulu sama pelmbellil apakah hp i lnil bagus 

atau ti ldaknya. Jilka suadah melmbellil adanya komplai ln dalam kelrusakan ti lada ada 

garansi l maka pellanggan yang mi lnta di lkelmbalilkan uangnya atau tukar hp yang 

lailn maka pilhak toko ti ldak bilsa mellakukaknnya.
5
 

 

 

 

  

                                                           
5
 Aprillilan, Pe lnjual, Wawancara Prilbadil, Banjarmasiln Tilmur, 06 Novelmbe lr 2023 
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Tabel 4.1 Ringkasan Data 

Praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur, 

Kota Banjarmasin. 

 

No Nama Praktik jual beli bekas Dampak jual beli bekas 

1 
Muhammad 

Ilrwansyah 

1. Pelnjual tildak 

melnjellaskan kondi lsil hp. 

2. Ada prosels tawar 

melnawar. 

3. Ada kelselpakatan harga.  

4. Pelmbuatan nota harga 

pelmbellil. 

5.Pelnyelrahan barang 

(prosels jual belli l) 

Tildak melnyampailkan 

kondilsil hp 

2 
Ahmad 

Zailni l 

a. Pelnjual melnawarkan 

hp 

b. Melnjellaskan kondilsil 

hp bailk atau tildak 

c. Konselmeln 

dilpelrsillahkan melncelk 

kondilsil hp 

d. Pelmbellil dapat 

melnawar harga 

e. Jilka selpakat maka akan 

dilbuatkan nota 

f. Telrjadil prosels jual bellil.  

Pelnjual melmbelrilkan kelselmpatan 

kelpada pelmbellil untuk 

melnelruskan atau me lmbatalkan 

jual bellil seltellah me lncelk kondi lsil 

hp saat i ltu juga dan ti ldak ada 

masa garansi l. 

3 Alan 

1. Pelnjual tildak 

melnjellaskan kondi lsil hp. 

2. Ada prosels tawar 

melnawar 

3. Ada kelselpakatan harga 

4. Pelmbuatan nota harga 

pelmbellil 

5. Pelnyelrahan barang 

(prosels jual belli l) 

Tildak melnyampai lkan kondi lsil hp 

4 
Abdul 

Wahab 

1. Pelnjual melnawarkan hp 

2. Melnjellaskan kondi lsil hp 

bailk atau tildak 

3. Konselmeln di lpelrsillahkan 

melncelk kondilsil hp 

4. Pelmbellil dapat melnawar 

harga 

Pelnjual melmbelrilkan kelselmpatan 

kelpada pelmbellil untuk 

melnelruskan atau me lmbatalkan 

jual bellil seltellah melncelk kondi lsil 

hp saat i ltu juga dan ti ldak ada 

masa garansi l. 
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5. Jilka selpakat maka akan 

dilbuatkan nota 

6. Telrjadil prosels jual bellil. 

5 Aprilli lan 

1. Pelnjual melnawarkan hp 

2. Melnjellaskan kondi lsil hp 

bailk atau tildak 

3. Konselmeln di lpelrsillahkan 

melncelk kondilsil hp 

4. Pelmbellil dapat melnawar 

harga 

5. Jilka selpakat maka akan 

dilbuatkan nota 

6. Telrjadil prosels jual bellil. 

Pelnjual melmbelrilkan kelselmpatan 

kelpada pelmbellil untuk 

melnelruskan atau me lmbatalkan 

jual bellil seltellah melncelk kondi lsil 

hp saat i ltu juga dan dan ti ldak ada 

masa garansi l. 

 

B. ANALISIS DATA  

1. Praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota 

Banjarmasin 

Belrdasarkan hasi ll wawancara pellaksanaan prakti lk jual belli l hp belkas dil 

Kelcamatan Banjarmasi ln Ti lmur Kota Banjarmasi ln dillilhat daril rukun dan syarat 

jual bellil, maka dapat di l anali lsils selbagail belrilkut: 

a. Adapun rukun syarat jual beli menurut jumhur ulama yaitu:6  

Pertama; adanya penjual dan pembeli. Dalam hal ini dikenal dengan 

„aqidani bentuk dhamir tatsniyyah, maka msksudnya adalah penjual dan 

pembeli, karena keduanya memiliki adil dalam terjadinya pemilikkan 

barang dengan konpensasi harga. 

                                                           
6
 Nasrun Haroeln, Filqilh Muamalah, (Jakarta: Gaya Meldila Pelrmata, 2007), hlm. 105. 
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Kedua; adanya barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini dikenal dengan 

ma‟qud alaih yang artinya harta yang akan dipindah tangankan dari salah 

seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. 

Ketiga; Ada Nilai Tukar. Dalam hal ini yakni termasuk unsur terpenting 

dalam jual beli yaitu adanya nilai tukar dari barang yang diperjual belikan 

(untuk era saat ini ialah uang).  

Keempat; Ada ijab dan qabul/ Shighat. Dalam hal ini, shighat bisa 

didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal dari keduabelah pihak yang 

berakad, yang menunjukan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan 

merealisasikan kandungannya. 

b. Adapun syarat-syarat sah jual beli sebagai berikut: 

Pertama; Penjual dan pembeli diperlukan syarat memiliki kecakapan 

bertindak hukum sempurna (baligh atau dewasa, rusyd atau matang, dan 

berakal). Jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil hukumnya 

tidak sah. Adapun anak kecil yang ingin melakukan jual beli harus adanya 

atas dasar izin dari wali. Tetapi jika barang yang diperjualbelikan itu barang 

yang ringan maka tidak diperlukan izin dari wali.  

Kedua; Barang yang diperjualbelikan (objek jual beli). Adapun kriteria yang 

dijadikan objek jual beli yaitu: (1) Adanya barang atau ready stock ketika 

akan melakukan transaksi akad, adapun barangnya tidak ada pada saat akad 

penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut, (2) 

Barang tersebut memiliki nilai manfaat. Bukan berupa barang yang dilarang 
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menurut syara‟ (seperti darah, minuman beralkohol, ataupun binatang buas), 

(3) Barang tersebut dapat diserahkan pada waktu yang disepakati bersama. 

Kriteria harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas, maupun 

kuantitas, (4) Barang tersebut sudah dimiliki sepenuhnya. Bukan lagi masih 

didalam tanah ataupun ikan didalam laut yang kepemilikannya masih punya 

orang lain (dapat dilihat), (5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui 

kualitasnya, beratnya, takarannya, dan ukurannya, agar tidak menimbulkan 

keraguan. 

Ketiga; Ada nilai tukar (Uang). Nilai tukar adalah bentuk uang/barang yang 

telah disepakati oleh penjual dan pembeli untuk mewujudkan transaksi 

tersebut, yang tentunya nilai tukar tersebut sudah melalui kesepakatan 

bersama.  

Keempat; Ada ijab dan qabul. Adanya ungkapan ijab dan qabul secara jelas. 

Antara penjual (yang memberikan harga) dan pembeli (yang mebayar) 

mengetahui jumlah yang akan dibayar saling ridho atau suka sama suka, 

Ijab dan qabul dilakukan didalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak 

yang melakukan transaksi jual beli hadir dan membicarakan topik yang 

sama. Di era saat ini ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi juga bisa 

dilakukan dengan perbuatan. Dengan adanya teknologi canggih juga antara 

penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung (tatap muka), tetapi 

dalam satu tempat (marketplace) si penjual sudah memberikan deskripsi dan 

harga pada marketplace tersebut (tanpa adanya unsur penipuan), dengan 

menyetujui berarti ijab dan qabul tersebut dianggap terpenuhi. 
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c. Dalam akad i lnil melmuat ada garansi l dan ti ldak melmuat garansi l jual bellil. 

Dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 

1999 masa garansi atau masa jaminan ialah satu tahun sebagaimana 

lazimnya pemberian garansi pada zaman sekarang ini, namun dalam pasal 

27 huruf e nomor 8 UndangUndang Hukum Perlindungan Konsumen 

disebutkan bahwa, lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak 

barang di beli. Ini maksudnya ialah pelaku usaha berkewajiban memenuhi 

jaminan dari tuntutan ganti rugi yang didapati oleh kosumen apabila terjadi 

hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dalam penjelasan 

disebutkan juga bahwa masa jaminan yang harus diberikan penjual kepada 

konsumen ialah selama 4 tahun dihitung sejak tanggal transaksi jual beli.  

Mengenai masa garansi pemberian ganti rugi dalam ayat 3 (tiga) disebutkan 

“Penerima ganti rugi di laksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

setelah tanggal transaksi”. 

d. Barang yang di ljual bellilkan adanya pelnjellasan telrhadap hp belkas.  

Adapun kelwaji lban pellaku usaha selbagai lmana yang telrtuang dalam Pasal 7 

UUPK adalah selbagai l belrilkut:
7
 

a. Belriltilkad bai lk dalam mellakukan kelgilatan usahanya.  

b. Melmbelrilkan i lnformasil yang belnar, jellas, dan jujur melngelnai l kondilsil dan 

jamilnan barang dan/atau jasa se lrta melmbelril pelnjellasaan me lngelnail 

pelnggunaan, pelrbailkan, dan pelmellilharaan.  

                                                           
7
 Ilbild  
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c. Melmpelrlakukan atau mellayani l konsumeln selcara belnar dan jujur se lrta 

tildak di lskrilmilnati lf.  

d. Melnjami ln mutu barang dan/atau jasa yang di lproduksi l dan/atau 

dilpelrdagangkan be lrdasarkan keltelntuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang belrlaku.  

e. Melmbelril kelselmpatan kelpada konsumeln untuk melnguji l, dan/atau 

melncoba barang dan/atau jasa te lrtelntu selrta melmbelril jami lnan dan/atau 

garansi l atas barang yang di lbuat dan/atau yang di lpelrdagangkan.  

f. Melmbelril kompelnsasi l, ganti l rugi l, dan/atau pelngganti lan atas kelrugi lan 

akilbat pelnggunaan, pelmakai lan, dan pelmanfaatan barang dan atau jasa 

yang di lpelrdagangkan. 

g. Melmbelril kompelnsasi l, ganti l rugi l, dan/atau pelngganti lan apabi lla barang 

dan/atau jasa yang di ltelrilma atau di lmanfaatkan tildak selsuail delngan 

pelrjanji lan. 

Daril 5 i lnforman yang dildapat, rukun dari jual beli hp bekas sudah 

terpenuhi, namun syarat dari l jual belli l telrselbut bellum telrpelnuhi l untuk rukun 

barang yang di ljual bellilkan pada i lnforman 1 dan 3 ti ldak melnjellaskan kondi lsil 

produk dan pada i lnforman 2,4, dan 5 tildak ada garansi l produk. Jilka mellilhat 

daril data telrselbut maka dapat di lkatakan bahwa akad jual bellil hp belkas yang 

dillakukan olelh 5 ilnforman telrselbut ti ldak sah. 
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2. Dampak praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin 

Timur Kota Banjarmasin 

Dampak jual bellil hp belkas di l Kelcamatan Banjarmasi ln Ti lmur Kota 

Banjarmasi ln dari l pilhak pelnjual dan pelmbellil hp belkas yang akan me lngaki lbatkan 

kelrugi lan dan keluntungan selbagai l belrilkut: 

Dampak dari jual bellil hp belkas yang mengandung gharar adalah 

adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga 

hal ini dilarang dalam Islam.
8
 Secara operasional gharar bisa diartikan 

kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap 

barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga, 

dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. Gharar ini 

terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. 

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khiyar didefinisikan 

khusus dalam bentuk akad jual beli sebagai “hak pilih bagi penjual dan pembeli 

untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya”.
9
 

Berdasarkan sabda Nabi saw.  

 َُ سٍَه َٚ  ِٗ ُ ع١ٍََْ يَ الله صٍََٝ اللَّه ْٛ ْٓ سَسُ شَ عَ َّ ُٓ عُ ْٓ اثْ ْٓ ٔبَفِعٍ عَ ُ  حَذهصََٕب لز١َُْجَُٗ حَذهصََٕب اٌٍه١ْشُ عَ أَٔهٗ

احِذٍ  َٚ  ًُّ ِْ فىَُ ْٚ ٠خ١َُهشُ  لَبيَ إرِاَ رجََب٠َعَ اٌشجُلَا ١ْع ب أَ ِّ وَبَٔب جَ َٚ ف ب  ُْ ٠زَفَشَه ب ٌَ َِ ٌْخ١ََبسِ  ب ثِب ا َّ ُٙ ْٕ ِِ

                                                           
8
 Shohih, Hadist. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi 

Perbankan Syariah”. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. 2021. Volume 12: 69 

– 82 
9
 Gemala Dewi, DKK, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2013, cet ke-4), 

hlm. 84. 
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ج١َْعُ ٚاٌزعشف ثعذ  ٌْ جَتَ ا َٚ ٌِهَ فَمذَْ  ب ا٢خَشَ فزَج١ََعََب عٍََٝ رَ َّ ُ٘ ْْ خ١َهشَ أحَذُ  ب ا٢خَشَ فَإِ َّ ُ٘ أحََذُ

 أْ ٌٕب ثٙب ٌُٚ ٠زشن ٚاحذ ِّٕٙب اٌج١ع فمذ ٚجت اٌزجػ

Artinya: perkataan Qutaibah, perkataan Lais dari Nafi‟ dari Ibnu Umar 

ra. Dari Rasullullah saw, beliau bersabda. Apabila dua orang jual beli 

maka masing-masing dari kedua belah pihak ada hak pilih selama mereka 

berdua belum berpisah dan mereka berdua masih ada semua, atau salah 

satu dari keduanya menyuruh memilih pihak lain, apabila satu dari kedua 

sudah menyuruh memilih yang lain lalu mereka berdua berjualbeli atas 

dasar itu, maka jadilah jual beli itu dan jika keduanya sudah berpisah 

setelah keduanya berjualbeli itu dan salah satu dari keduanya tidak 

meninggalkan jual beli itu maka sudah terjadilah jual beli itu. (HR. 

Bukhari) 

Khiyar „aib ialah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi 

kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada suatu objek yang 

diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad 

berlangsung.Adapun cacat yang menyebabkan hak khiyar „aib menurut ulama 

Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu 

dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama 

Syafi‟yah dan Malikiyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu 

berkurang atau hilang unsur yang di inginkan dari padanya.
10

 

Syarat-syarat berlakunya khiyar „aib menurut para pakar fiqih, setelah 

diketahui adanya cacat pada barang itu, adalah:  

1) Cacat diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima 

barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama.  

2) Pembeli tidak mengetahui bahwa ada barang itu ada cacat ketika akad 

berlangsung.  

                                                           
10

 Ibid 
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3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan 

bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.  

4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad 

Dasar hukum mengenai khiyar „aib diperoleh dari gambaran hukum yang 

terdapat dalam hadits Rasulullah. Ketentuan mengenai hak khiyar„aib ini jika 

dicermati menunjukan bahwa pihak penjual tidak dibenarkan menjual barang 

dalam keadaan rusak. Mengharuskan penjual menerangkan kondisi barang secara 

jelas, sehingga pihak pembeli mengetahui keadaan tersebut, dan memilih apakah 

tetap melanjutkan tranasaksi jual beli tersebut atau tidak.  

Khiyar majlis ialah khiyar yang memberikan hak kepada salah satu pihak 

untuk membatalkan transaksi selama masih berada dalam majelis atau saat 

perjanjian transaksi belum selesai. 

Hukum Khiyar Majlis sendiri adalah mubah, baik bagi pembeli maupun 

penjual. Meskipun demikian, khiyar dapat menjadi haram hukumnya apabila 

digunakan sebagai sarana menipu dan berdusta. 

Berikut landasan dasar yang disyariatkan khiyar majlis berdasarkan hadis-

hadis Nabi Saw. 

ُ لَبيَ: إِ  َُ أَٔهٗ َٚ سٍَه  ِٗ يِ الله صٍَهٝ الله ع١ٍََْ ْٛ ْٓ سَسُ شَ عَ َّ ِٓ عُ ِٓ اثْ احِذٍ عَ َٚ  ًُّ ِْ فىَُ جُلاَ راَ رجََب٠عََ اٌشه

 َّ ُ٘ ْْ خ١َهشَ أحََذُ ب ا٢ْخَشَ فَإِ َّ ُ٘ ْٚ ٠خ١َُشُِّ أحََذُ ١ْع ب أَ ِّ وَبَٔب جَ َٚ لَب  ُْ ٠زَفَشَه ب ٌَ َِ ٌْخ١َِبسِ  ب ثِب َّ ُٙ ْٕ ب ا٢خَشَ ِِ

لَب ثعَْذَ أَ  ْْ رفَشَه إِ َٚ ٌْج١َْعَ  جَتَ ا َٚ ٌِهَ فَمذَْ  ٌْج١َْعَ فَمذَْ فَزجَب٠َعََب عٍََٝ رَ ب ا َّ ُٙ ْٕ ِِ احِذٌ  َٚ ُْ ٠َزشُْنْ  ٌَ َٚ ْْ رجََب٠عََب 

ٌْج١َْعَ.  جَتَ ا سٚاٖ اٌجخبسٞ ِٚسٍُ -َٚ  
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Artinya: "Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah Saw, bahwa beliau bersabda, 

"Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing 

dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan 

mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya 

kepada pihak yang lain. 

Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu 

terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah 

sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak 

(meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga)." (HR. 

Al.Bukhari dan Muslim) 

ْٓ أَ  ُٓ شُع١َْتٍ عَ شُٚ اثْ ّْ ْٓ عَ َُ لَبيَ: عَ سٍَه َٚ  ِٗ يَ اللهِ صٍَهٝ الله ع١ٍََْ ْٛ هْ سَسُ َ ِٖ لَبيَ: أ ْٓ جَذِّ ِٗ عَ ث١ِْ

ْْ ٠فَُبسِقَ صَبحِ  ًُّ ٌَُٗ أَ لََ ٠حَِ َٚ َْ صَفْمَخَ خ١َِبسٍ  ْْ رىَُٛ لَب إلَِه أَ ُْ ٠َزفَشَه ب ٌَ َِ ٌْخ١َِبسِ  ِْ ثِب ج١َعِّبَ ٌْ جَُٗ ا

ْْ ٠سَْزم١ٍََُِٗ  ١زٜ ٚإٌسبئٟسٚاٖ اٌزشِ -خَش١َْخَ أَ  

"Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah 

saw bersabda: "Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama 

mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang 

di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir 

dibatalkan." (HR. Tirmidzi dan Nasa'i). 

Menurut pendapat ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah adanya khiyar majelis 

bagi pihak penjual maupun pembeli selama keduanya masih berada dalam majelis 

(tempat) akad yang sama. Mereka berdalil dengan perkataan nabi. 

ْْ وَزثَب ٚوَزَّب  ّب، ٚإ ِٙ ب ثُٛسِنَ ٌّٙب فٟ ث١َْعِ ْْ صَذلَب ٚث١َهٕ لب، فإ ُْ ٠َزفَشَه ِْ ثبٌخ١ِبسِ ِب ٌَ ج١َعِّب ٌْ ا

ّب ِٙ حِكَ ثشََوَخُ ث١َْعِ ُِ . 

"Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan 

untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum 

berpisah. Apabila keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka 

keduanya diberkahi dalam jual belinya. Namun, apabila keduanya 

menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual beli 

keduanya." (HR. Bukhari no. 2079 dan Muslim no. 1532) 

Khiyar yang dimaksudkan di dalam hadis adalah khiyar majelis, dan 

perpisahan yang dimaksudkan di dalam hadis adalah berpisahnya badan keduanya 
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sebagaimana hal ini dikemukakan juga oleh sahabat Ibnu Umar dan Abu Barzah 

Al-Aslami radhiyallahu 'anhuma. Hal ini juga dikuatkan dengan hadis. 

لب ٚوبْ ج١ّع ب  ِب ٌُ ٠زفشه

"Selama keduanya belum berpisah dan mereka masih bersama-sama (satu 

majelis)." (HR. Bukhari no. 2112 dan Muslim no. 1531) 

Hak-hak konsumeln selbagailmana telrtuang dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 

1999 adalah selbagail belrilkut:
11

 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

melngkonsumsil barang dan/atau jasa.  

2. Hak untuk memililh barang dan/atau jasa selrta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan.  

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa.  

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan.  

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

                                                           
11

 Poelrwadamilnta, WJS. “Kamus Umum Bahasa Ilndonelsila”. (Jakarta: Balail Pustaka 2006), 

hlm. 397. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Belrdasarkan hasi ll pelnelliltilan dan pelmbahasan telntang “Prakti lk Jual Bellil Hp 

Belkas Dalam Pe lrspelkti lf Fi lqilh Muamalah dan Undang-Undang RIl. No. 8 Tahun 

1999 Telntang Pelrlilndungan Konsumeln di l Kelcamatan Banjarmasi ln Tilmur Kota 

Banjarmasi ln” dan melnganali lsilsnya melnggunakan te loril-teloril yang belrkailtan, maka 

dapat pelnelliltil si lmpulkan, antara lailn:  

a. Prakti lk Jual Bellil Hp Belkas Dalam Pelrspelkti lf Fi lqilh Muamalah dan Undang-

Undang RIl. No. 8 Tahun 1999 Telntang Pelrlilndungan Konsumeln. 

1. Prakti lk Jual Bellil Hp Belkas Dalam Pelrspelkti lf Fi lqilh Muamalah adapun 

rukunnya sudah lengkap,  namun syaratnya belum terpehuni. 

2. Prakti lk Jual Bellil Hp Belkas Dalam Undang-Undang RIl. No. 8 Tahun 

1999 Telntang Pelrlilndungan Konsumeln. Mengenai masa garansi 

pemberian ganti rugi dalam ayat 3 (tiga) disebutkan “Penerima ganti rugi 

di laksanakan dalam tergantung waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 

transaksi”. 

b. Dampak praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota 

Banjarmasin. 

Dampak dari jual bellil hp belkas yang mengandung gharar salah satu 

pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. 
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Kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap 

hp yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, 

harga, dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua 

dirugikan. Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti 

menjadi tidak pasti. Hak Khiyar melakukan transaksi memilih untuk 

meneruskan atau membatalkan karena tidak adanya kejujuran dalam hp 

bekas yang dijual belikan. 

B. Saran-Saran  

Berdasarkan simpulan yang sudah pelnelliltil kemukakan sebelumnya maka 

peneliti membirikan saran sebagai berikut: 

a. Pilhak penjual hendaknya menjelaskan mengenai kondisi hp yang 

dijual agar tidak melanggar UUPK dari barang yang akan dijual 

dalam keladaan kondilsil bagus atau tildak. Pihak penjual 

hendaknya juga memberikan garansi agar jika mengtahui terdapat 

cacat atau kerusakan. 

b. Pembeli hendaknya memilnta  penjelasan tentang kondisi hp 

tersebut, dan meminta perjanjian garansi disaat kerusakan hp yang 

akan dilbeli. 

c. Untuk penelilti selanjutnya agar lebilh meningkatkan lagi 

peneiltian yang akan diteliti.  
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a. Nama  :   

b. Umur  :  

c. Pendidikan  :  

d. Alamat  : 
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1) Barapa lama jual beli hp bekas? 

2) Bagaimana mekanisme jual beli? 

3) Apakah setiap pembeli disertai dengan nota? 

4) Apakah setiap pembeli disertai dengan garansi? Apakah tertulis atau 

tidak tertulis? 

5) Apakah menjelaskan kondisi barang yang akan dijual kepada pembeli? 

6) Jika pada waktu garansi adanya kerusaka apa yang dilakukan? 

7) Bagaimana jika pembeli menyadari adanya kerusakan disaat waktu 

garansi habis? 

8) Apa dampak dari jual beli hp bekas?   

  



68 
 

  
 

Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian  

 

Gambar 1 wawancara mas muhammad irwansyah (penjual) 

 

Gambar 2 wawancara mas Ahmad Zaini (penjual) 



69 
 

 

 

 

Gambar 3 wawancara mas abdul wahab (penjual) 

 

Gambar 4 wawancara mas alan (penjual) 



70 
 

  
 

 

Gambar 5 wawancara mas Aprilian (penjual) 

  



71 
 

 

 

Lampiran 3: Surat Penetapan Pembimbing dan Judul Skripsi 

  



72 
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